
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 259 TAHUN 2017 

TENTANG 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Tahun 2017; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 
tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur; 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

17. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; 

18. Keputusan Gubernur Nomor 1296 Tahun 2016 tentang Uang 
Transport Dinas Kegiatan Pengawasan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA 
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017. 
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KESATU 

KEDUA 

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 20 17 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan 
Lampiran VIII Keputusan Gubernur ini. 

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

• KETIGA 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Februari 2017 

/Pl• t. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

Tembusan : 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia 
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 



Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 	259 TAHUN 2017 
Tanggal 	8 Februari 2017 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2017 

I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 
dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik diperlukan adanya suatu 
pengawasan serta pengendalian yang baik. 

Pengawasan dan pengendalian tidak akan berjalan dengan baik 
apabila dalam penyusunan perencanaan pengawasan tidak dilakukan 
dengan baik dan optimal pula. Oleh karena itu, Inspektorat Provinsi DKI 
Jakarta menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai 
pedoman untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 
adalah sebagai berikut : 

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 

2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang bersinergi. 

Sasaran dalam Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien; 

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

3. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pengawasan pada Program Kerja Pengawasan 
Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Pembinaan kepada perangkat daerah atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

2. Pengawasan keuangan dan kinerja; 
3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; 
4. Kegiatan reviu; 
5. Kegiatan evaluasi; dan 
6. Kegiatan pengawasan lainnya. 
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II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

A. PERENCANAAN 

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan Tahun 2017 didasarkan beberapa hasil analisis risiko dan 
pada saat pelaksanaan pengawasan dengan mekanisme penugasan 
sesuai dengan standar operasional prosedur. 

1. PERENCANAAN BERDASARKAN ANALISIS RISIKO 

Penyusunan Program Kerja Pengawasan 
berdasarkan hasil analisis risiko sehingga 
akan tercapai secara efektif dan efisien. 
adalah sebagai berikut : 

Tahunan Tahun 2017 
tujuan dari pengawasan 
Analisis risiko tersebut 

a) Perubahan Perangkat Daerah 

Telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah mempengaruhi perubahan organisasi 
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI 
Jakarta, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah 
tersebut maka terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah dimaksud, mengakibatkan 
perubahan jumlah dan struktur perangkat daerah, sehingga 
menjadi pertimbangan dalam merencanakan program kerja 
pengawasan tahun 2017. 
Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1) Biro Hukum; 
2) Biro Tata Pemerintahan; 
3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 
4) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 
5) Biro Perekonomian; 
6) Biro Administrasi Sekretariat Daerah; 
7) Biro Umum; 
8) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; 
9) Biro Kesejahteraan Sosial; 

10) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 
11) Sekretariat DPRD; 
12) Inspektorat; 
13) Dinas Pendidikan; 
14) Dinas Kesehatan; 
15) Dinas Bina Marga; 
16) Dinas Sumber Daya Air; 
17) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; 
18) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 
19) Satuan Polisi Pamong Praja; 
20) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 
21) Dinas Sosial; 
22) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
23) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk; 
24) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 
25) Dinas Lingkungan Hidup; 
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26) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
27) Dinas Perhubungan; 
28) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 
29) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 
30) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
31) Dinas Pemuda dan Olahraga; 
32) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
33) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
34) Dinas Kehutanan; 
35) Dinas Perindustrian dan Energi; 
36) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
37) Badan Pengelola Keuangan Daerah; 
38) Badan Pengelola Aset Daerah; 
39) Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 
40) Badan Usaha Milik Daerah; 
41) Badan Kepegawaian Daerah; 
42) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
43) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
44) Badan Pelayanan Pengadaan l3arang/Jasa; 
45) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
46) Kota/Kabupaten Administrasi. 

b) Profil SKPD 

Dokumen Profil SKPD •tercantum rencana strategis, informasi 
kepegawaian dan informasi anggaran SKPD di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Profil SKPD ini menjadi 
pertimbangan untuk penentuan SKPD yang akan dilakukan 
pengawasan kinerja. 
Pertimbangan pada dokumen Profil SKPD untuk menentukan 
SKPD yaitu : 

- Indikator kinerja utama SKPD yang terdapat dalam rencana 
strategis SKPD serta termasuk dalam program prioritas dalam 
RPJMD. 

- Besarnya anggaran pada SKPD menjadi salah satu perhatian 
utama untuk melakukan pengawasan, dikarenakan program 
dan kegiatan biasanya menjadi prioritas pembangunan 
daerah. Selain itu realisasinya juga menjadi pertimbangan, 
dikarenakan apabila realisasinya rendah, maka harus 
diidentifikasikan permasalahan dan mencari solusinya agar 
ditahun mendatang bisa terealisasi 	baik. 

- Pengelolaan aset yang besar membutuhkan pengawasan yang 
lebih intensif, sehingga SKPD yang memiliki aset yang besar 
harus dijadikan prioritas pengawasan, hal ini juga 
mempengaruhi penilaian dari Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

- Pengelolaan kepegawaian akan mempengaruhi kinerja SKPD, 
apabila semakin besar jumlah pegawainya maka perlu 
pengelolaan yang baik, oleh karena itu pengelolaan 
kepegawaian menjadi salah satu faktor yang harus dilakukan 
pengawasan. 
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- Tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK harus dilakukan upaya percepatan 
penyelesaiannya, yang menjadi prioritas pengawasan adalah 
SKPD dengan banyaknya jumlah kerugian daerah dan jumlah 
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. 

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017. 
Prioritas kegiatan pengawasan yang tercantum dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 adalah sebagai 
berikut : 

- Pengawasan keuangan dan kinerja; 

- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan 
masyarakat; 

- Kegiatan reviu; 

Kegiatan evaluasi; dan 

Kegiatan pengawasan lainnya (pendampingan, fasilitasi dan 
koordinasi). 

d) Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) 
Tahun 2016 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional 
Tahun 2016 menghasilkan 7 (tujuh) kesimpulan yang menjadi 
perhatian khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasilnya adalah sebagai 
berikut : 

1) Terdapat 3 (tiga) penekanan pokok terhadap fokus pengawasan 
penyelenggaraan Pemda yang harus diterjemahkan bersama 
melalui koordinasi dan sinergi kedalam teknis pengawasan 
penyelenggaraan Pemda diantaranya, APIP menjadi Clearance 
dalam menentukan apakah pengaduan masyarakat berindikasi 
pidana atau administrasi. APIP harus mampu mencegah 
terjadinya pungutan liar (Pungli) di instansi masing-masing, 
dan APIP benar-benar mampu menjadi early warning system 
dan berorientasi kepada pencegahan. 

2) APIP harus mampu merancang kegiatan pengawasannya dari 
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung,jawaban. 

Skema peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP, 
rencana tindak maun bimbingan teknis secara berkelanjutan 
bagi APIP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
maupun Pemda yang akan difasilitasi melalui inisiasi dana 
pihak ketiga (hibah luar negeri) serta berkoordinasi dengan 
BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
maupun Provinsi, untuk pengalokasian diklat penjenjangan 
bagi jabatan fungsional pengawasan pemerintah maupun 
diklat teknis substantif lainnya untuk peningkatan kapasitas 
APIP. 

Fil 
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4) Skema peningkatan kuantitas (jumlah) APIP khususnya jabatan 
fungsional P2 melalui rencana tindak, revisi Permendagri 
Nomor 84 Tahun 2012 tentang petunjuk telmis tata kerja tim 
penilai dan tata kerja penilaian angka kredit Jafung 
pengawasan pemerintahan khususnya Pasal 6 dimana tim 
penilai pusat (TPP) Jafung pengawasan pemerintahan diubah 
dari Badan Diklat Kemendagri ke Inspektorat Jenderal 
Kemendagri sesuai mandat pembentukannya. Revisi 
Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jafung pengawas 
penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan angka 
kreditnya, khususnya terkait dengan Jafung keahlian penuh 
yaitu sampai Jafung pengawas pemerintahan utama (IV/e). 
Inpassing khusus untuk memenuhi kuota minimal kebutuhan 
Jafung pengawas pemerintahan di Provinsi, Kabupaten atau 
Kota yang berasal dari ASN di lingkungan Inspektorat daerah, 
ASN di lingkungan SKPD maupun inpassing dari Jafung 
lainnya. Perencanaan diklat penjenjangan bagi Jafung 
pengawas pemerintah dan penilaian angka kredit yang 
sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan. 

5) Dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa, telah disusun 
pedoman pengawasan pengelolaan dana desa yang akan 
diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
sehingga terdapat keseragaman dalam pengawasan dana desa, 
yaitu Pemerintah Kabupatan atau Kota oleh APIP Provinsi 
meliputi pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran. 
Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten atau Kota meliputi pra 
pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan serta 
pasca pencairan dan penggunaan (Provinsi DKI Jakarta tidak 
ada dana desa). 

6) Terkait dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 
pemerintah daerah (Aksi PPK Pemda), Pemda melakukan 
prosedural pelaporan secara rutin tiap 3 (tiga) bulan terkait 
pencapaian aksi PPK Pemda dengan fokus, pelimpahan 
seluruh wewenang penerbitan izin dan non izin di daerah 
serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP. 
Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat 
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan 
pembantu. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme 
pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta transparansi dan 
akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana hibah serta 
bantuan sosial (Bansos). 

7) Verifikasi pelaporan pencapaian keberhasilan aksi PPK Pemda 
Tahun 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 6 
(enam) dilakukan secara berjenjang, yaitu Inspektorat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
melakukan verifikasi pelaporan pencapaian keberhasilan aksi 
PPK Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi melakukan 

• verifikasi pelaporan pencapaian aksi PPK Pemerintah 
Kabupatan atau Kota. 

e) Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2017 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2017 memiliki 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah, 
yaitu sebagai berikut : 

1) Pengendalian pemanfaatan ruang kota; 
2) Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan 

kerja; 
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3) Pembangunan energi dan telematika Jakarta; 
4) Pengembangan sistem transportasi; 
5) Antisipasi banjir, rob dan genangan; 
6) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
7) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman 

kota; 
8) Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau; 
9) Pembangunan budaya multikultur; 

10) Peningkatan kapasitas aparatur; 
11) Peningkatan pelayanan publik; 
12) Peningkatan kualitas pendidikan; dan 
13) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 

2. MEKANISME PENUGASAN 

a. Penerbitan Surat Perintah Tugas 

1) Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis mengajukan 
konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur 
melalui Sekretaris, dengan melampirkan : 

a) Kartu Kendali; 
b) Pakta Integritas; 
c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); 
d) Program Kerja Pengawasan (PKP); 
e) Daftar Materi Pengawasan (DMP); dan 
I) Jadwal Kegiatan Pengawasan. 

2) Ketua Tim Inspektorat Pembantu Wilayah mengajukan konsep 
Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur 
Pembantu Wilayah melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 
dengan melampirkan : 

a) Kartu Kendali; 
b) Pakta Integritas; 
c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); 
d) Program Kerja Pengawasan (PKP); 
e) Daftar Materi Pengawasan (DMP); dan 
I) Jadwal Kegiatan Pengawasan. 

3) Pengajuan konsep Surat Perintah Tugas sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dilakukan oleh 
Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis pada 
Inspektorat Pembantu Bidang dan Ketua Tim pada Inspektorat 
Pembantu Wilayah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
bulan pengawasan yang diprogramkan. 

4) Sekretaris/Kepala Subbagian Tata Usaha memproses usulan 
Surat Perintah Tugas tersebut untuk ditandatangani oleh 
Inspektur Provinsi dari Inspektorat Pembantu Bidang dan 
Inspektur Pembantu Wilayah. 

5) Perpanjangan Surat Perintah Tugas hanya dapat dilakukan 
dalam kondisi tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan dari 
Inspektur Provinsi dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah, 
dengan terlebih dahulu membuat laporan pendahuluan. 



6) Terhadap Tim yang bertugas baik di Inspektorat Provinsi, 
maupun Inspektorat Pembantu Wilayah Kota / Kabupaten 
Administrasi yang masih memiliki kewajiban/tanggungan LHP 
yang belum selesai (maksimal 2 (dua)) tidak diperkenankan 
mengajukan Surat Perintah Tugas pemeriksaan berikutnya 
sebelum tim tersebut menyelesaikan LHP terhutang. 

b. Pelaksanaan Pengawasan 

1) Sekretaris Inspektorat Provinsi membuat surat pemberitahuan 
tentang pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan 
kepada Para Inspektur Pembantu dan Para Inspektur Pembantu 
Wilayah sebelum bulan pengawasan yang diprogramkan. 

2) Para Inspektur Pembantu dan Para Inspektur Pembantu 
Wilayah melaksanakan program kerja pengawasan sesuai 
dengan jadwal pengawasan yang telah ditentukan. 

3) Tim bertugas setelah menerima Surat Perintah Tugas yang 
telah ditandatangani dan telah diberikan nomor registrasi. 

B. PELAKSANAAN 

1. PEMBINAAN 

Pembinaan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengoptimalkan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dengan prioritas : 

a. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan 
berbasis akrual; 

b. Pembinaan dalam pengadaan barang/jasa; 
c. Pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah; 

d. Pembinaan dalam rangka pelaporan gratifikasi; dan 
e. Pembinaan dalam rangka sapu bersih pungutan liar. 

2. PENGAWASAN KEUANGAN DAN KINERJA 

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan 
perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah 
perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang 
dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya dengan prioritas : 

a. Aspek keuangan : 

1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 
2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; 
3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa; 
4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan 
5) pengelolaan manajemen kas di bendahara. 
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b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana : 

1) pengelolaan persediaan; 

2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan 
3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personel, 

Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D). 

c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia/kepegawaian : 

1) peningkatan kompetensi aparatur sipil negara; 
2) penegakan disiplin aparatur sipil negara; 
3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan 
4) pembinaan aparatur sipil negara. 

d. Aspek tugas pokok dan fungsi : 

1) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ; 

2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan 
daerah; 

3) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan 
4) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan 

dan penganggaran. 

3. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PENGADUAN 
MASYARAKAT 

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat 
bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti 
keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan 
adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah 
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pen-ieriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat 
dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas: 

a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme; 
b. Penyalahgunaan wewenang; 
c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan 
d. Pelanggaran disiplin pegawai. 

4. KEGIATAN REVIU 

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan 
terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan 
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan 
prioritas : 

a. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah; 
b. Reviu laporan keuangan; dan 
c. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah. 
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5. KEGIATAN EVALUASI 

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian 
atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah 
dilaksanakan dengan prioritas : 

a. Evaluasi reformasi birokrasi; 

b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 
c. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan 

d. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional. 

6. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA 

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan 
selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang 
mendukung untuk peningkatan kapabilitas aparat pengawasan 
intern pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 

b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengawasan; dan 
c. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan intern pemerintah 

melalui pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan. 

C. PELAPORAN 

1. PEER REVIU 

Setiap Tim yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan 
(LHP) kepada Gubernur dan SKPD/UKPD agar terlebih dahulu 
dilakukan Peer Reviu dengan melampirkan : 

a. Program Kerja Pengawasan; 

b. Daftar Materi Pengawasan; 

c. Kertas Kerja Pengawasan; 

d. Bahan Konfirmasi; 

e. Berita Acara Ekspose; dan 

f. Draft LHP. 

2. MEKANISME PELAPORAN 

a. Hasil Pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan 
(LHP) paling lambat diselesaikan dalam kurun waktu 14 (empat 
belas) hari kerja setelah berakhirnya Surat Perintah Tugas. 

b. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akan disampaikan kepada 
Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja 
Perangkat Daerah wajib dilakukan reviu secara berjenjang. 

c. Sebelum Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ditandatangani harus 
dilakukan ekspose hasil pengawasan terlebih dahulu oleh Tim. 
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d. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah 
ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta. 

e. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan oleh Inspektur 
Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah kepada 
Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris. 



-1 z 
° co 3  ca o 

nc -̀  



3
 	

um
as renanggw

angan 	
.
n

, 	
1.
 

M
enilai  ketaatan/kepatuha

n
 terhadap 

Kebakaran dan Penyelam
atan

peraturan
 perundang-undangan

 yang 
,•,:„..„:„: 

berlaku; 
,:•• .
,
 
	

2.
 

M
enilai  pelaksanaa

n
 prinsip

 efisiensi 
,
 

efektif dan
 ekonom

is
 (3E

); 
. 	. 

•• 	
... 

,. .
 

„ 	
3. M

enila
i apakah  pelaksana

a
n

 sistem
 

. 	
. 

pengendalian Inte
m

 pem
erinta

h
 telah 

.
 

—
 .. 

i;:H,• 	
berjalan; 

:4['i•ij. 	
4. M

elakuka
n

 pem
antau

a
n

 penyelesaian 
Tindak  Lanjut Hasil 
pengaw

asan/P
engaw

asan
 BP

K
 RI dan 

.. 

• 

A
P

IP; 
...:::: 
,.:.., 	

5. M
em

berikan
 rekom

endasi/saran 
..... 

,•-,•-::: 	
perbaika

n
 apabila

 ditem
ukan 

kelem
ahan

 dalam
 pelaksanaan

 tugas. 
., . 	

„ 
,.. 

6 	
D

inas Perhubungan 	
';','P

1.
 

M
enilai ketaatan/kepatuha

n
 terhadap 

;•M
,,,-• 

peratura
n

 perundang-undangan
 yang 

k
' 	

berlaku; 
•••"•A.,,,- 	

2.
 

M
enila

i pelaksanaan
 prinsip

 efisiensi 
efektif dan

 ekonom
is

 (3E): 3. 

M
enila

i apaka
h

 pelaksanaan
 sistem

 
..•, ,•'; :
'

k ,  
pengendalia

n
 intem

 pem
erinta

h
 telah  

,,-,-- 	
berjalan: 

4. 

M
elakukan

 pem
antaua

n
 penyelesaian 

41 .'U
 

, 	
Tindak Lanju

t Hasil 
pengaw

asan/Pengaw
asan BPK

 R
I dan 

. A
P

IP
; 

,.›.„. 

5. 

M
em

berika
n

 rekom
endasi/saran 

•

.,,4
 	

perbaika
n

 apabila
 ditem

ukan 
kelem

ahan dalam
 pelaksana

a
n

 tugas. 
..„••••- 

•

,-.X.,-„,  

7 	
PD

  P
asa

r Jaya 	
•••,,,,.>: 
.,';,••,.
'W
 	

M
engetahui  kepatuhan

 terhadap
 SP

I 	
, 

• 

,..,•,
'
'
 

 
.,_,!)k

• 
, 

, , 

, 

•R 

, 

; 

_. 3elum
 pem

ah  dilakukan
 pengaw

asan 

M
ervpakan SK

P
D

 yang
 mem

ilik
i program

 
prioritas

 pem
banguna

n
 daera

h
 tahun

 2017, 
dengan

 pri orita
s pem

bangunan daeerah 
sebanyak 8

 program
,
 

yaitu Program
 

Pem
bangunan

 Angkuta
n
 Um

um
 Berbasis 

Jalan, Program
 Pem

bangunan
 Angkutan 

M
assal Berbasis R

el, Program
 Pem

bangunan 
Transportasi  P

erairan, Program
 P

engendalian 
Lalu

 Lintas da
n
 Angkutan,

 
Program

 
Peningkata

n
 Keselam

atan Lalu
 lintas dan 

Angkutan, Program
 Pem

bangunan S
arana 

dan Prasarana Perhubungan, Program
 

Pem
bangunan

 Transportasi  R
am

ah  
Lingkungan, da

n
 Program

 
Pem

bangunan/Peningkatan Jalan dan 
lem

batan 

1. 

M
erupaka

n
 SKPD

 yang
 mem

iliki
 

program
 

priw
ita

s pem
bangunan daera

h
 tahun 

2017,
 

dengan
 priorita

s pem
bangunan 

daeerah yaitu Progra
m

 Peningkatan 
S

arana, Prasarana
 Penanggulangan 

K
ebakaran

 dan Penyelam
atan. 

2. 

R
isiko

 terkait dalam
 hal  penanggulangan 

kebakaran
 dan

 penyelam
atan 

•  

A
danya

 dana pem
ilihan kepala

 daerah 
(pilkada) 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis Data 

..,, 	r. 

	

51•Q' N ,,, 	th) 
2. il Srl 2 2. 

g 

N,  

,2 ‘7, 
hT 

R 

	

g 	. oe 

	

1 	i 

59  

,5,'.  
c3 
u - • 

!'" 

•2  P. = 
• . , , 	' 

g 	g 

i 	1 

..., cn — 

N, 
0 K> 

0 0 0 

o 



:.). .... o CO 0, -• 	Z 

§. 

-o 

117 
??3>  

o 
ii. 
5 

• 

o  

El.g.' 
4 •01 

c 
- 

? 

. 
@ 	 ..<: 
% 

-u o 
o 
J. 
03 

, 

o s  
E'e; 
ffx 

c 

il" .2 
3 

q 

L. 

17 t"O 

. , 

''. 

? 
SC 

4 

Z...-; 
, 

, 	„• C 	 .,,„li,  ,- 
c 

'... ' 
	

% 

sm 

, ti 

1.
 

M
enilai  ketaatan/kepatuha

n
 terhadap 

peraturan perundang-undang
a

n
 yang 

berlaku; 

•
 

2. M
enila

i pelaksana
a

n
 prinsip

 efisiensi  
efektif da

n
 ekonom

is
 (3E); 

3. 

M
enila

i apakah  pelaksanaan
 sistem

 
pengendalian intem

 pem
erintah  telah  

berjalan; 

4. 

M
elakuka

n
 pem

antaua n
 penyelesaian 

Tindak Lan
ju

t HasIl 	
•  

pengaw
asan/Pengaw

asan BP
K  R

l  dan 
APIP

; 

5. 

M
em

berikan
 rekom

endasilsaran 
perbaika

n
 apabila

 ditem
ukan 

kelem
ahan dalam

 pelaksanaan
 tugas. 

w:s 

1. 

M
enila

i ketaatan/kepatuha
n
 terhadap 

peratura
n
 perundang-undang

a
n
 yang 

berlaku;'  

2. 

M
enilai  pelaksanaan

 prinsip
 efisiensi  

efektif  da
n

 ekonom
is

 (3E); 

3. 

M
enila

i apaka
h
 pelaksanaan

 sistem
 

pengendalian inte
m

 pem
erinta

h
 telah 

berjalan; 

4. 

M
elakukanpem

antauan
 penyelesaian 

Tindak  Lanjut H
asil  

pengaw
asan/pengaw

asa
n
 BP

K
  R

I  dan 
AP

IP; 

5. 

M
em

berikan
 rekom

endasi/saran 	
• 

perbaika
n
 apabila ditem

ukan 
kelem

ahan dala
m

 pelaksanaa
n

 tugas. 

1. 

M
enila

i ketaatan/kepatuha
n

 terhadap 
peraturan perundang-undang

a
n
 yang 

'berlaku; 

2. 

M
enilai  pelaksanaan prinsip

 efisiensi  
efektif  dan

 ekonom
is

 (3E
); 

3. 

M
enila

i apaka
h

 pelaksanaan sistem
 

pengendalian intem
 pem

erinta
h
 telah 

berjalan; 

4. 

M
elakuka

n
 pem

antauan
 penyelesaian 

Tindak  Lanju
t Hasil 

pengaw
asan/pengaw

asan BPK
 R
I  dan 

AP
IP; 

5. M
em

berika
n

 rekom
endasi/saran 

perbaika
n

 apabila
 ditem

ukan 
kelem

ahan
 dala

m
 pelaksanaa

n
 tugas. 

1. 

M
enila

i ketaatan/kepatuha
n
 terhadap 

peraturan perundang-undangan
 yang 

berlaku: 
2. 

M
enilai  pelaksanaan prinsIp

 efisiensi  
efektif  da

n
 ekonom

is
 (3E

); 

3. 

M
enilai  apakah  pelaksanaan

 sistem
 

pengendalian intem
 pem

erintah  telah 
berjalan; 

4. 

M
elakuka

n
 pem

antau
a

n
 penyelesaian 

Tindak  Lanjut H
asil  

pengaw
asan/P

engaw
asa

n
 BP

K
  R

I dan 
AP

IP: 	
•  

5. 

M
em

berikan
 rekom

endasi/saran 
perbaika

n
 apabila ditem

ukan 
kelem

ahan dala
m

 pelaksanaa
n
 tugas. 

' 

- d , 
, 

:,'. 	!-.., 	N.) 	r' 
'1:7 xi -i) -i 
22H 
£c5g- F:, 
E *C oT 5 
5.13, 
6,L. co ,§ 

4:3 2, 

Po9  
§. 

,.. N r•• 
-o -0 'ci -I 
222«9 .mmp. 

'''-H- a 
Ign 
,,,§ 

g2.2 

?? 
@ .. 

:,- N N :-. 
M:S4  momo 
Ukir.:;. 
gEV, 

E CO 

0 
ig 
@ 

W.2:.Z  

,.. N N 7.  
H,-1,g momp? •,± 0  fP. P. rj g. E.,- 
hs?fl 
i. F E,§. 

W 
.- 

, 

1. 

T
ata kelola

 keuangan; 

2. 

Tata kelola
 asek 

3. 

Pengadaan
 barang/  jasa

; 

4. 
Tata kelola

 pegaw
ai; 

5. 
Pencapaian

 Perjanjian Kinerja: 
1. 

Tata kelola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

P
engadaa

n
 barang/  jasa; 

4. 

Tata kelola
 pegaw

ai; 

5. 

Pencapaian Perjanjian Kinerja: 

1. 

Tata
 ketola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

P
engadaan barang/  jasa; 

4. 

Tata kelola
 pegaw

ai: 

5. 

Pencapaia
n

 Perjanjian K
inerja: 

•  

• 

1. 

Tata
 kelola

 keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

P
engadaan barang/jasa; 

4. 

Tata kelola
 SO

M
.. 't 

o 

fr 

',. 

1. 

M
erupakan SKPO  yang

 mem
ilild  program

 
priorita

s pem
bangunan daerah  tahun 

2017, deng
a

n
 priorita

s pem
bangunan 

daeerah  yaitu Progra
m

 pengam
anan 

ketersediaa
n
 pangan,

 
pengendalian 

A
kses, Harga, Prom

osi, dan 
D

istribusi/Pem
asara

n
 dan Program

 
peningkatan da

n
 pengaw

asan
 mutu dan 

keam
anan pangan has

Il tanama
n
 pangan 

dan honikultura. 

2. 

SK
P

D
 tersebu

t belu
m

 pem
ah  dilakuka

n
 '  

pengaw
asan 

S
K

P
D

 tersebu
t belu

m
 pem

ah  dilakuka
n

 , 
pengaw

asan 

M
erupakan'S

K
P

D
  yang

 mem
ilik

i anggaran 
yang

 relatif besar
 serta

 term
asuk  dalam

 
progra

m
 priorita

s pem
bangunan daerah tahun 

2017,
 

deng
a
n
 priorita

s pem
bangunan

 daerah 
yaitu Program

 Perlindungan, Pengem
bangan 

dan Pem
anfaatan K

ebudayaan. Program
 

Pengem
bangan Prom

osi  dan Inform
asi 

Kebudayaan, Program
 Peningkata

n
 Sarana 

dan Prasaran
a

 Kebudayaan dan Program
 

Peningkata
n

 Pelaku
 dan Kelem

bagaan 
Kebudayaan 

M
erupaka

n
 SKPO

  yang
 mengelola

 aset di 
Pem

erintah Provinsi  D
K

I Jakarta, dim
an

a
 aset 

adalah  salah  satu
 penentu

 penilaia
n

 opin
i BPK

 

•  

v 

1 

Ci 

5'...-75. 

%:. , 

22R 	E 
,q 	' 

5',2jE 	'=' 
 

• 

...c.,2... 

92 ff 	2  . z. 	. 

2,0. 	E 
' 	' 

c'en50.0 

..: 0.1"2,c!- 

,..'-'; 	2 

2,2, 	1,1 

. 

‘7 2-- 	'P.,  

•. 

2§2”. 

, 	. gt 

t» c 

4;  

m  

x 
'1', 

_. 
N., _. 

CY, ( 1, ,:n.  <0 

01:7 
, 	C 

k.n O.  w,2 

O r.) 
0 

N 
0 0 

0 

'',4 



— . — . — . 
m 
o 

.5 

Ow 

— 
o 

-1 

o 

.m_ 

Y2. c 

w 
a 

3 
3 

om mm 

,o 

• o 
2 

'> 

..P 

FI 

4t# 
, 

.'.t 
1 

or,,,p, , 

,A 

,,,,_ 9. -s,  

1 

% 	,,'1; 	`9.›. 

gLI 	5 	34 

g 	... 	2 -g 

09 - 2 

6' 

g, 

P 

=, 

iA 

:. 

2-5. g 

= 	z 

	

P 	N 	,' 

	

5  .'; 	% U 	`' L> 

	

g2. 	5 	3N 

	

;- - 	-̀'. 	2-8 

P 

g-  g • -, 

F,9 

:"' 

2  - 5. g 

:6„,' 
',I 

. 

P 	N 	,' 

.Z,̀"?,,,,,- 	39: 

3% --g. 	R%' 

'- 	O 
,,,  

g-. 	5 	3N  

g' 

E,1-.  g 	- , 

EH 

,.-, 

n 
%' 

:. 

5- g 

i5 
. 

P 	N 

	

= a': `i- ,,- 	2 P. 

'. 	• 	to -0 

-0 -0M-1 
2 g gg 

>wxc 
MP-7'.. u,m2 
o 

:-. 1, 
'-''-'-'  

mMMen-I 
5 g 6° ff,O ...,m 

6)02.5 zEd=g`g •=%,L,..z ,0. 03  
E: 

° 	'-'0'; g 

lumM0)-I 
g g 25-g ...,m 

ww5= ommu2 
@..2.. 
ocm cn  

o -•, 

MMM-I 
2 g 2,5 ...m 

ii' L',1 09, 
,2 

o a, 
.- 

m, 

1. 

T
ata kelola keuangan; 

2. 

T
ata

 kelola
 aset; 

3. 
P

engadaan barang/  jasa; 
4. 

Tata kelola SD
M
. 

1. 

Tata kelola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

Pengadaan barang/  jasa; 

4. 

T
ata

 kelola S
D

M
. 

1. 

T
ata kelola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

P
engadaan barang/ jasa; 

4. 

T
ata kelola

 SD
M
. 

1. 

Tata
 kelola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

P
engadaan barang /  jasa; 

4. 

T
ata kelola

 pegaw
ai; 

5. 

P
encapaian Perjanjia

n
 Kinena: 

- P
erencanaan

 Tata R
uang; Pem

anfaatan 
R

uang
; Pengaw

asan dan Penertiban 
Bangunan; Peningkatan Peran

 Serta
 

• 

M
asyarakat dalam

 Penataa
n
 Ruang; 

Pengem
bang

a
n
 Siste

m
 Infom

asi  Tata
 

R
uang; Pengadaan Tanah;

 dan 
P

em
bangunan G

edung Pem
da. 

". 

m, 

M
erupaka

n
 SK

PD
  baru

 (perubaha
n
 organisasi 

perangka
t daerah/pem

isaha
n
 SK

PD
)
 yang 

belu
m

 pem
ah

 diperiksa 

1. 

R
isiko

 terkait pengelolaan PH
L  

•  

2. 

S
K
PD

  yang
 sudah 3 tahun belum

 
dilakukan

 pengaw
asan 

M
erupakan SK

P
D

 yang
 mem

iliki program
 

priorita
s
 pem

bangunan daerah tahun 2017, 
deng

a
n
 prionta

s pem
bangunan daeera

h
 yaitu 

Program
 S

istem
 Inform

asi dan Teknologi 
Pajak D

aerah 

1. 

Penggabung
an

 fung
si atas Bidang 

G
edung Pem

da
 da

n
 Pertanahan 

2. 

M
enjam

in
 tugas

 pokok dan fungsi  atas 
G

edung
 Pem

da
 dan Pertanahan 

dijalankan
 sesuai  ketentuani  

3. 

Pengaduan/Keluhan M
asyarakat terhadap 

Pelayanan Perizinan Pem
anfaata

n
 Ruang 

yang
 tinggi. 

, 

2<P,2mC" 

e 19 — - • ..7 	; j. 

a 

I--dff4 z -- 	LI 

:"  

g  

"r': ' 	‘7, % Y. 
-'.“' 	1-.1 

'=',2!!. 
' 

:- 

-177A@S. 
.?, . . @. 	' 
. 	2c. 

,2,2 Z 	'i,,' 
4' 	' 

. . r. o r. o • r. 



CJI 



<7) 



c., 

Pedindungan Anak  dan 
Pengendalian Penduduk 

Kearsipan  

x• 

a 

a 

,. 

, 

, 	. 	„ 	,1],1 -0-1,T4, 
21?1?2,1-.

~~gjrnrg.q!‹ .. 

	

. 	i-F;r,'S 	'E,' 2 

a-th. 	g. 	?3, 	. 	2 	E 	2 	= 2 	5 	" 

	

, 	, , 	 „ 	 I 	I 	I 
 

FI-,PEMW2P-0,72-,? WhT~Elf“~' 

-,,-72'"2 	222 	‹,, 	.3,, 	§ 	.2[.,}2...,2,  

	

,-,', 	'4 2 	9.- 	'fiA 	g2 	9,2 	- 	1, 	7.--  "" 	_ 	• 	r7,, ,. . 	'1,,5"2o. 	Eig' 	22 	=2. 	2 	2,'2.7, 	- 
“2 - 

	

:“, 	.5,, ,s. 	m 	mon 	2. 	„,51 	I• 	alm 

	

,i 	•°<' '` 	 E 	3 	'2 	2 	" 
, 	= 

- 

L..,..E,  • -,-.13-. 

`A-2” • 2 21,2 
-,.-. 

	

,,, 	,, 

2....,. 
2ijffr] 9,0„,,-,-.F,,..25 

6-Y2.52-g2g 
,l'WA'2 5i •....-0 -2 E.a  ?.- ‹A.w. r,›. 	mr5,,, 

[>. 2-
9..sf,  .." 	 . 	. 

9- 

--, .53' 

gE,-,c1  

,":. 	'2' . ,, 	= 
3" 5 

2. 

	

g' cn 	8- r.o 

-g -;1" 
2H ;' ,", 

	

,fi 	' 2 

-' 

111 

w o 6'8 

,.. 



.„ _ 
Pada

 M
enara

 MIkrocell 

..„ 

, 

7
 Pem

antauan
 P

egaw
a

i
 Tidak 

Tetap
 (PTT)

 d
i Satu

a
n

 Polisi  
Pam

ong
 Praja 

8
 Pem

antauan 	
Penjatuhan 

H
ukum

an
 Disiplin 

.,„ 

Pem
antaua

n
 Barisa

n
 Satuan 

Tugas 	
Penanggulangan 

Kebakaran
 da

n
 Penyelam

atan di 
Lingkung

a
n

 Pem
erinta

h
 Provinsi 

D
K

I Jakarta 

Pem
antakia

n
 Pa

n
n

,
,
 rr-rx, 

r..1 

''. 

ffit  

O, 

5.:..L. .>'•,:'. 

ZI 

u
ntu

k m
ew

ujudka
n

 penyelenggaraan 
negara

 dan PN
S

  yang
 mena

a
ti asas-asas 

um
um

 penyelenggara
a

n
 negara yang 

beba
s
 dari  praktik  KKN

 

Untu
k
 m

eliha
t efektifitas

 tenaga barisan 
relaw

a
n

 kebakaran 

• ev..e
.n

u
na

l, c
v
a

lu
a

.4
 UtlII cilla

llb
1

5
 aalam

 	
rengadaan oarang da

n
 jasa SKP

D
/
 Mengevalu

a
si penyusunan H

PS  da
n

 penetapan 	
Percepata

n
 pelaksanaan PB

J 	
1.
 

W
aw

ancara; 	
30 	

5 
rangka

 pencegaha
n

 penyim
pangan dala

m
 U

K
PD

 	
spesifikasi  teknis

 ata
s
 pengadaan barang da

n
 jasa 	

2.
 

O
bservasi; 

pengadaa
n

 barang da
n

 jasa,
 

m
endorong 

3.
 

A
nalisis D

ata 
S

K
P

D/U
K

PD
 untu

k
 seg

e
ra

 m
em

publikasi  
R

U
P

 

U
ntuk  m

engetahui  ketaatan
 penggunaan 	

Sekretariat D
PR

O
  P

rovinsi  D
K

I 	
Kendaraan D

inas O
perasional S

ekretaria
t DPR

D
 	

1. K
endaraan

 hilang; 	
1. P

enelitian
 peraturan 

ase
t da

n
 pem

anfaatannya 	
Jakarta 	

2. P
enyalahgunaan

 Fungsi. 	
2. P

enelitia
n

 dokum
en 

3. P
em

anfaatan. 	
3.
 

S
urvey P

eninjauan Lapangan. 

U
ntuk  

m
engetahui  

realisa
s
i pem

bebasan K
ota

 Adm
inistrasi  Jakarta P

usat,
 

K
ota

 Ta
m

a
n

 Kota
 D

i 5
 (lim

a
) W

ilay
a

h
 Kota

 d
an P

rosedur Pengadaan Tanah Penyalahgunaa
n

 1
.
 

P
enelitia

n
 peraturan 

tanah untuk R
PTFtA 	

Adm
inistra

s
i Jakarta

 -Utara
 dan

 Kabupaten 	
W

ew
enang 	

2.
 

Penelitia
n

 dokum
en 

Kabupate
n

 A
dm

inistra
s
i Kepulauan 

3.
 

Survey Peninjaua
n

 Lapangan. 
Seribu 

.. 	. 	. 	
. 	

.. 
<..ri 

 

, 

4s. 

urnas renangguiangan K
ebakaran 

dan Penyelam
atan P

rovins
i DK

I 
Jakarta

 dan
 5

 (lim
a) S

uku
 Dinas 

Penanggulangan K
ebakaran

 dan 
Penyelam

atan Kota
 Adm

inistra
si serta 

Instansi terkait 

SK
P

D
 /  U

KP
O

 Pem
erinta

h
 Provinsi 

DKI Jakarta 

_ 	
.
 

. 

4., 

0.1 

X 

D
okum

en Pengadaan Tanah 

P
egaw

a
i di  Lingkungan P

em
da D

K
I Jakarta 

1. 

M
enganalisa dan

 mengevaluasi  kontrak  kerja 
P

TT; 

2. 

M
engevaluasi  P

egaw
ai  P

T
T

 yang
 mem

iliki 
kem

am
pua

n
 di  B

idang
 Keam

anan dan 
K

etertiban. 

1. 

M
enara

 Telekom
unikasi Eksistring 

2. 

Pem
bangunan Telekom

unikasi  B
aru 

3. 

Penem
pata

n
 Perangkat,

 
Lokasi  M

enara dan 
B

entuk M
enara 

4. 

R
ekom

endasi M
enara Telekom

unikasi  

5. 

Izin
 Mendirika

n
 Bangunan (IM

B) M
enara 

Telekom
unikasi 

6. 

Izin Penem
patan Perangkat Telekom

unikasi 
(IP

P
T) 

7. 

P
artisipasi/Kontribusi C

C
TV  P

enyedia M
enara 

M
onitoring,

 
Evatu

a
si dan P

engendalian 
terhadap M

enara
 Telekom

unikasi 

A
nalisa kebutuhan

 tenaga barisan
 relaw

an 
kebakaran 

1. 

Pejaba
t pim

pinan ting
g

i m
adya 

2. 

P
ejaba

t ting
g

i pratam
a 

3. 

Pejaba
t adm

inistrator 

4. 

Pejaba
t pengaw

as 

5. 

A
uditor 

, 

, 

01 cn 

1.
 

Prosedur Pengadaa
n

 Tanah. 
2. P

enyalahgunaan W
ew

enang
 Oleh 

Pejabat 

Pelaksanaan
 Penerapan Sanksi  

Pem
berdayaan S

D
M

 (PTT) 

1. T
em

pat/loka
si pem

asangan; 
2. P

em
anfaatan. 

1.
 

Pengadaan Periengkapan
 Balakar. 

2.
 

Pem
anfaatannya. 

Kekayaan
 penyelenggara negara 

,J 

'. 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

Penelitian
 dokum

en 

3. 

S
urvey

 Peninjauan
 Lapangan 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi: 

3. 

A
nalisis D

ata 

1. 

Penelitian
 peraturan 

2. 

Penelitia
n

 dokum
en 

3. 

Peninjauan Lapangan 

1. 

W
aw

ancara 

2. 

O
bservasi 

3. 

A
nalisis D

ata 
Peninjauan Lapangan 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

Penelitia
n

 dokum
en 

3. 

S
urvey Peninjauan Lapangan. 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

Penelitian
 dokum

en 

3. 

S
urvey P

eninjauan
 Lapangan. 

b 	z 

,.4.,  

, 

-. 
M 

I. 
o 

CO 



19 	
U

nit P
K

B
 dan BB

N
 KB

 di 5
 (lim

a) 
, 

w
ilayah 

1
!..N 

*
,"Ik  

• 

20 	
Pengaw

asan Pajak R
eklam

e 

1:-. 
.. 
-.4 

..... 
Ch 

..., 
co 

-• 
I.., Isl 

-• 

kegiatan Pelatiha
n

 pada U
P

. Las 
C

ondet dan PKPI  P
asar R

ebo 

P
engaw

asan
 Kas A

khir Tahun 
(Tutup Buku) Tahun 2016 

R
eviu Lapora

n
 Keuangan 

Sem
ester II

 
Pem

erinta
h

 Provinsi 
D

K
I Jakarta Tahun 2016 

Pengelolaan Penerim
aan P

B
B 

da
n

 BPH
T

B
 pada

 Unit P
ajak dan 

R
etribusi Daera

h
 (U

PR
D

) 
W

ilayah Jakarta Tim
u

r dan U
tara 

Pengaw
asan ata

s tupoksi  B
P

P
BJ 

Pengaw
asan

 ata
s
 tupoksi  B

iro 
Adm

inistrasi,
 

K
euangan

 dan Aset 

Pengelolaan
 KD

O
 Pada U

nit 
Penyim

pan
a

n
 Barang

 Daerah  
(U

PBD
) 

Pencapaian Target P
em

asangan 
LED

 pada D
inas P

erindustrian 
dan Energi  

M
elakukan Pengaw

asan 
Pengelolaan Pelayanan 
Penum

pang
 pada U

PT. A
PK

 
D

inas Perhubungan 

NA
P

1.1.1
1rn

n
 P

dan
n
n

w
.n

e
n
r• 

C 

"O 

.0. !.S 

3.-7.3. 

0,‘ 
'-% 

6,1  

pe.K
.anzan  srszem

 	
N

ekram
e

 dr Jem
batan P

enyeberangan 
pengendalian inte

m
 pem

erintah  telah 	
O

rang
(JP0

) 
benalan 

2. U
ntuk  m

engaw
a

si tata kelola dan 
pem

anfaatan 

,v1v1,14buKarl nepaiuna
n

 perrunk kenaaraan 
berm

oto
r atas

 pem
bayaran pajak 

kendaraa
n

 berm
oto

r dan B
B

N
 KB

  

U
ntu

k
 m

engaw
asi  tata

 kelola
 dan 

pem
anfaatan 

2 

_• 

E 

M
eyakin

i LK
P

D
 Pe

r 3
1

 Desem
be

r 2016 
telah disusun berdasarka

n
 SP

I yang 
m

em
ada

i dan disajika
n

 sesuai dengan
 SAP 

M
engetahu

i penyerapan
 anggaran

 akhir 
tahun 2016 

ercaparnya tenaga kerja
 yang

 tram
pil 

dibidangnya 

M
engetahu

i penyerapan
 anggara

n
 akhir 

tahu
n

 2016 

rercaparnya
 targ

e
t pem

asangan lam
pu 

LED
 

K
ernananan dan keselam

atan
 penum

pang 

, , 

4. 

PKB  dan BB
N

  K
B

 Belum
 Daftar U

lang 
(BO

U)
 Tahu

n
 2016 

Pengelolaan KD
O

 yang digunakan 
untu

k
 m

endukung
 operasional 

Pelatiha
n

 yang
 ada

 d
i UP

  

ketaata
n

 terhadap
 peraturan 

LK
PO

 Provinsi  D
K

I Jakarta T
h 2016; 

L
K

 SK
P

D
 / U

K
P

O
 Th 2016 

ketaata
n

 terhadap
 peraturan 

Pokja-P
okja 

Pengelolaan Barang Persediaan 

U
ntu

k
 m

engetahu
i standa

r pelayanan 
m

inim
al di Pelabuhan M

uara Angke 

o, 

U
PPD

  Jakarta Selatan dan Jakarta P
usat 

B
us da

n
 truk 

Pengadaan konsolidasi 

Perjalanan din
a

s dalam
 neg

e
ri dan luar negeri 

K
D

O
 

Pelatihan 

S
K

P
D/U

K
P

D
  

Laporan
 Keuang

a
n

 yang
 disajikan

 oleh PP
K

D
, 

laporan keuangan
 mencakup LRA

, Neraca,LO
, 

LP
E, LA

K
 dan

 CaLK
 

S
K

P
D/U

K
PD

 

Lam
pu4am

pu Jalan 

T
ata kelola

 pelayanan
 penum

pang kapal  

rl 

,,. 

O
ptim

alisasi  pendapata
n

 asli  daerah 

O
ptim

alisasi  pendapatan
 asli  daerah  

Kualita
s ha

sil pelatiha
n

 yang
 belu

m
 terserap 

Tertib adm
inistrasi  keuangan 

M
endorong

 opini B
P

K
 m

enjadi W
TP

 

Priorita
s
 pem

bangunan daerah  P
rovinsi  D

KI 
Jakarta Tahun 2017 

Percepata
n

 pelaksana
a

n
 pengadaan barang / 

jasa yang
 dilakuka

n
 secara

 lelang 

Kepatuhan
 dala

m
 pertanggungjaw

aban 
perjalanan dinas

 dalam
 dan

 luar
 negeri 

Tertib
 dala

m
 pengelolaan KD

O
 

Tata
 Kelola Persediaan 

Belu
m

 pem
ah diperiksa

 da
n

 raw
an

 terjadi  
kecelakaan 

...t, 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

Penelitian dokum
en 

3. 

W
aw

ancara 

4. 

Survey
 Lapangan 

1. 

D
esk audit / pengaw

asan 
dokum

en 

2. 

W
aw

ancara I klarifikasi  

3. 

S
urvey Iapangan/ pengaw

asan 
fisik

 (peninjauan lapangan) 

1. 

R
eviu Dokum

en; 

2. 

W
aw

ancara; 

3. 

Pengam
atan; 

4. 

O
bservasi  

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis

 Data 

1. 

Pengum
pula

n
 data

 secara 
sam

pling; 

2. 

A
nalisis

 dokum
en 

1. 

W
aw

ancara: 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 	
• 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

Penelitian dokum
en 

3. 

W
aw

ancara 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

P
enelitia

n
 dokum

en
. 

3. 

W
aw

ancara 

1. 

Penelitian
 peraturan 

2. 

P
enelitia

n
 dokum

en 

3. 

c
ek fisik 

1. 

W
awancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 

1. 

P
enelitia

n
 peraturan 

2. 

P
enelitia

n
 dokum

en 

3. 

C
ek  fisik _ 

„ 

R.,,  _. 
Is> 

_. 
el, 

_. 
Co 

_. 
•0 

- o, o 01 6.' .4. 

:f2 



3. 2 u. . , 

1,:E  

g 

r
ernantauan 

P
enyerapan/R

ealisas
i Anggaran 

Tahun
 2017 

rengaw
asa

n
 ata

s
 Pengelolaan 

S
am

p
a

h
 pada TP

S
T 

B
antargebang

 pada
 Dinas 

Lingkungan
 Hidup 

Pengaw
asan

 atas
 Pelaksanaan 

P
em

bangunan dan Peraw
atan 

R
um

a
h

 Susun
 pada

 Dinas 
Perum

aha
n

 Rakya
t dan Kaw

asan 
Perm

ukim
an 

Pem
antauan

 penyusunan R
KB

U
 

dan
 RK

PB
U

  

rengaw
asan

 ata
s
 kepatuhan dan 

Kesesuaia
n

 terhadap
 Izin 

Bangunan
 yang

 diterbitkan 
dengan R

ealisasiny
a

 pada D
inas 

C
ipta

 Karya,
 

Tata
 Ruang dan 

P
ertanahan 

rengaw
asa

n
 penghum

an
 rum

ah  
susu

n
 UP

R
S

 Daa
n

 Mogot dan 
U

PRS
  R

aw
a B

ebek 

^  - - 

rengaw
asan ata

s
 Pensertifikatan 

dan Pem
anfaata

n
 lahan 

RTHTTP
U

  yang
 sudah  

dibebaska
n

 pada D
inas 

K
ehutanan 

_ 	
. 

akhir tahun
 anggaran 

452a 
2  

Pendam
pingan

 da
n

 tUtUD buku 

N_ 

U
ntu

k m
enila

i apaka
h

 pelaksanaan 
kegiata

n
 pengaw

asan
 dan

 penertiban
 pada 

D
inas C

ipta K
arya,

 
T

ata
 Ruang dan 

Pertanaha
n

 tela
h

 dilaksanaka
n

 sesuai 
ketentuan 

. 	
. 

M
enilai  apaka

h
 pelaksa

n
a

a
n

 m
ekanism

e 
penghunian dan

 pem
eIiharaan

 telah 
ditaksanakan

 sesuai ketentuan 

U
ntu

k
 m

enilai  apaka
h

 pelaksanaan 
, 

pensertifikatan da
n

 pem
anfaatan lahan 

:,•'.'W 	
R

TH/TPU
 yang

 sudah dibebaska
n

 pada 
Din

a
s Kehutanan, Pertam

an
a

n
 dan 

Pem
akam

a
n

 tela
h

 dilaksanaka
n

 sesuai 
-,:-$ 	

ketentuan 

iviengetanU
i penyerapan

 anggaran
 akhir 

tahu
n

 2016 

,q 

2  

' 	P',-; .•- -.- 

.H.-.7'-',:-,  

N. 
\ . 

..... 

2,  

U
ntu

k m
enilai  apaka

h
 pelaksanaan 

pengelolaan
 sam

p
a

h
 pada TP

ST 
Bantargebang

 pada D
inas

 Lingkungan 
H

idup dan K
ebersihan

 tela
h
 dilaksanakan 

sesuai ketentuan 

U
ntu

k m
enila

i apaka
h

 pelaksanaan 
pem

banguna
n

 da
n
 peraw

atan
 Rum

ah 
S

usun
 tela

h
 sesuai  dengan ketentuan. 

M
elakukan

 evalu
a
si dan

 analisis
 dalam

 
perencana

a
n

 kebutuhan
 Barang M

ilik 
D

aerah 

M
elakuka

n
 evaluasi  da

n
 analisis

 dalam
 

rangka
 percepata

n
 penyerapan/realisasi 

anggaran 

Vlenyelesaika
n
 perm

asalaha
n
 tertentu 

, 

relanbar.a
n

  m
nggaran 	

P
enyerapan/R

ealisasi A
nggaran 

. 	
_ 

korm
ak 	

K
esesuaran

 pelaksanaan kontrak dan kondisi fisik 
pem

bangunan da
n
 peraw

ata
n
 Rum

a
h
 pada

 pem
banguna

n
 dan

 peraw
atan

 Rum
ah Susun. 

'Susun. 

Perencanaan kebutuhan Barang
 Milik

 M
engetahui kebutuha

n
 barang

 sesuai  tugas dan 
Daerah da

n
 penganggaran 	

fungsi  serta ketersedia
a

n
 Barang

 Milik Daerah 

_ 	
 

, 

. 

. 

'.' 

F , •,, 	. - 0 

_ - 	,s 

l' ''-• U • •Ifi... F, 

1! R'' 

P  3 

 

,' r7 -7,,  

cr ,,, 	,,, 

3 @ 

'''' 	. 

c 3 
.- 

§'  

E,2  

Oa 

,,' 

• 

. `?1, 5: 

' 

rk 

°,4-  S  

liF 	‹..  

I. 
 E 

E 

xr, a, @ 
c,,,  

r
 ,o

U
CIL

 1-
.1111.1{14

 	
lu

m
er  

rejdua, rengaaaan 
3arang

/Jasa, Panitia Penerim
a Hasil  P

ekerjaan, 
ia

n
 AS

N
 lainnya di W

ilayah K
ota Adm

inistrasi 
Jakarta Barat 

m
ekarusm

e
 Pengelolaan

 Sam
pah, Pengolaha

n
 Air 

Sam
pah;

 
da

n
 Pengelolaan Pendapatan Jasa 

R
etribusi 

H
ekom

endas
i teknis

 ata
s Kesesualan Penerbitan 

Izin
 Mendirikan

 Bangunan (IM
B) dan Realisasinya 

. 	
. 	

_ 

,
 E
 

c, tanan nasii  pem
bebasa

n
 telah  bersertifika

t atas 
nam

a Pem
prov D

K
I  -Jakarta da

n
 terbang

u
n

 menjadi 
R

TH
  dan TP

U
  

S
K

P
D/U

KPD
 

. 	
. 	

. 	
. 

›.4 
th 

Prioritas
 pem

banguna
n
 daerah Provinsi  D

K
I 

Jakarta Tahun 2017 

Percepata
n

 realisas
i pem

bangunan daerah 

1. 

M
erupaka

n
 program

 prioritas 
pem

bangunan daerah tahun 2017; 

2. 

A
nggara

n
 yang

 besar, 

3. 

Tem
ua

n
 tahu

n
 lalu; 

4,
 

M
erupakan

 SKPD
 yang

 menja
d
i perhatian 

publik. 

Prioritas
 pem

bangunan daerah  P
rovinsi DK

I  
Jakarta Tahun 2017 

Prioritas
 pem

bangunan daera
h

 Provinsi  D
KI 

Jakarta Tahun 2017 

Priorita
s pem

bangun
a
n
 daerah Provinsi  D

KI 
Jakarta

 Tahun
 2017 

Prioritas
 pem

banguna
n

 daerah  P
rovinsi  D

K
I  

Jakarta Tahun 2017 

Priorita
s pem

bangunan daera
h

 Provinsi D
KI  

Jakarta Tahun
 2017 

Tertib  adm
inistra

si keuangan 

, 

4' 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata. 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis

 Data. 

1. 

D
esk  audit / P

enelitia
n

 terhadap 
dokum

en; 

2. 

Peninjau
a

n
 lapangan / fisik; 

3. 

W
aw

ancara / Perm
intaan 

keterangan dari  piha
k terkait 

•  

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

Analisis D
ata. 

1. 

D
esk audit /  Penelitian

 terhadap 
dokum

en; 

2. 

Peninjauan lapangan / fisik: 

3. 

W
aw

ancara
 /  Perm

intaan 
keterangan

 da
ri piha

k terkait. 

1. 

Desk audit / P
enelitian

 terhadap 
dokum

en; 

2. 

Peninjaua
n

 lapang
a

n
 /fisik; 

3. 

W
aw

ancara /  P
erm

intaan 
keterangan da

ri piha
k terkait 

1. 

D
esk audit /  Penelitia

n
 terhadap 

dokum
en; 

2. 

Peninjauan lapang
a

n
 / fisik; 

3. 

W
aw

ancara /  P
erm

intaan 
keterangan dari  pihak  terkait. 

1. 

D
esk audit /  P

enelitia
n
 terhadap 

dokum
en; 

2. 

Peninjauan lapangan /  fisik; 

3. 

W
aw

ancara
 /  Perm

intaan 
keterangan dari  pihak  terkait 

15 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata. 

nl 

rn , 	,.,,, 
.. 
, 	
-.- 	- 

th th th th-' , th . th th 0 
4.  

C:, 



_ 	
.._.......--.  

1. m
entialketaatan/kepatuhan

 terhadap 	
1.
 

P
engendalia

n
 terhadap 

Jakarta
 Pusat 	

peratura
n

 perundang-undang
a

n
 yang 	

pengelolaan dan 
berlaku; 	

pertanggungjaw
aban keuangan; 

- U
PT. P2K

G
K

 Kota
 Adm

inistrasi 	
•

2.
 

M
enilai  pelaksanaa

n
 prinsip

 efisiensi 	
2.
 

P
engendalian

 terhadap 
Jakarta Barat 	

efektif  dan
 ekonom

is
 (3E); 	

penyalura
n

 KJP
 yang

 diserahkan 

3. 

M
enila

i apaka
h

 pelaksanaa
n

 sistem
 	

kepada
 sekolah 

- U
PT.
 

P
2K

G
K

 Kota
 Adm

in
istrasi 	

pengendalia
n

 inte
m

 pem
erinta

h
 telah 

Jakarta
 Selatan 

berjalan; 
4. 

M
etakukan

 pem
antaua

n
 penyelesaian 

- U
PT.
 

P2K
G

K
 Kota

 Adm
inistrasi  

Tinda
k
 Lanjut H

asil 
Jakarta

 Utara 
pengaw

asan/Pengaw
asan BPK

 R
I dan 

A
PIP; 

- U
PT. P

2K
G

K
 	

V 
K

ota
 Adm

inistrasi 	
5.
 

M
em

berikan
 rekom

endasi/saran 
Jakarta Tim

ur 
perbaika

n
 apabila

 ditem
ukan 

kelem
ahan dala

m
 pelaksana

a
n

 tugas. 
- U

PT.
 

Pusat Perencanaan 
Pengendalian

 Pem
biayaan 

Pendidikan Personal dan 
O

perasional  (P60
) 

-
 UP

T.
 

S
M
U

 Tham
rin 

33 	
Pengaw

asan
 Akhir

 Ma
sa

 Jabatan77
/
 	

./././/
.
'

.//
/
//
././7

7//7
/4

7
/
/
1

://
/,,./ ./ 	

o
_.____ 	

_ _ 	
_ 	
.
 

. 

- 	
-  • 	

-  '  '  

43 

Pem
antauan

 pelayanan 
kesehata

n
 pada

 3 R
SU

D
 dan 3 

RSKD
 

Pengaw
asan

 sarana
 prasarana 

beserta fasilita
s pada

 panti - 
panti UPT D

inas
 Sosial 

- U
PT. P21<G

K
 Kota

 Adm
iniztrnei ,... 

zo 

3. 
» 

z 
. 
g  

0 

Z 

Z 
G.> 

Ik4 

..,.  
--,....

-
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,
,

,t.ffii,,,,.
.
~

~
.

:
  

,, ,,,,;, 	
,,,,,,Z.2?,~

 
~

:e"
,,M

,1 
4 	

5 	
6 	

7 	
8 	

9 	
10  
 

1. 

M
enilai kepatuha

n
 Satuan Kerja

 dalam
 -  1.
 

P
engaw

asa
n
 atas kepatuhan 	

1. A
nggaran berbasis kinerja

 yang disusun 	
Piiorita

s pem
bangunan

 daera
h

 Provinsi  D
KI 	

1. W
aw

ancara; 	
15 	

20 
perencanaan,

 
pelaksanaan dan 	

terhadap
 peratura

n
 penm

dang- 	
deng

a
n

 menganu
t prinsip

 efektif,
 

efisien dan 	
Jakarta Tahun 2017 	

2.
 

O
bservasi; 

pertanggungjaw
aba

n
 anggaran 	

undangan dalam
 pengelolaan 	

ekonom
is

 sesuai dengan
 program

 da
n
 sasaran; 	

3. A
nalisis

 Data 

2. 

M
enila

i kepatuha
n

 ata
s perencanaan, 	

kepegaw
aian, keuang

a
n

 dan 	
R

encana Um
um

 Pengadaa
n

 yang
 disusun 

pelaksanaan
 pengadaa

n
 barang/jasa 	

barang
 milik  D

aerah; 	
2. tela

h
 mengakom

odir
 rencana kebutuhan 

M
enilai  kepatuhan

 atas
 pelaksanaan 	

Pengaw
asa

n
 ata

s efektifitas 	
barang

 unit; 
pelayan

a
n

 poli  satelit 	
pencapala

n
 prograrn; 	

R
encana Um

um
 Pengada

a
n

 telah 

3. 

M
enilai kepatuha

n
 ata

s pelaksanaan 	
2. P

engaw
asan ata

s pelaksanaan 	
3.
 

dipublikasika
n

 m
elalu

i papan
 pengum

um
an 

pelayanan kesehatan bagi  peserta 	
penugasan tenag

a
 medik  dan 	

resm
i; 

4. 

Jam
inan Kesehatan N

asional  (JKN) 	
peraw

a
t untu

k m
em

berikan 	
R

encana pengadaan dilakuka
n

 melalui  U
nit 

M
enila

i kepatuhan
 atas

 pem
anfaatan 	

pelayanan
 kesehatan bagi  W

arg
a
 4. Layanan Pengadaan

 Daera
h
 (U

LPD
); 

aset berup
a

 alat kedokteran 	
B
inaan Sosial  (W

B
S

); 	
Pem

enuhan fasilita
s pelayanan

 kesehatan 
3. P

engaw
asa

n
 atas ketersediaan 	

5. dasa
r sesuai  standar

 term
asuk dalam

 hal  
sarana da

n
 prasarana

 pendukung 	
sarana

 prasarana,
 

obat,
 

ala
t kesehatan, tenaga 

pelayanan
 kesehatan. 	

kesehata
n
 da

n
 pengelolaannya; 

Peningkata
n

 pelayanan kesehata
n

 prom
otif  

6. 

da
n
 preventif  di fasilita

s
 pelayanan kesehatan 

rujukan. 
Pengem

bangan jenis
 pelayanan pada R

um
ah 

7. 

Sakit. 

M
engetahui  kondisi  sarana

 prasaran
a
 serta U

P
T

 panti-panti sosia
l di lingkungan

 Mem
onito

r progres
s
 kondis

i saran
a
 prasaran

a
 serta

 P
rioritas

 pem
bangunan daerah  P

rovinsi DKI 	
1. W

awancara; 	
15 	

20 
fasilitas

 UPT
 panti-panti sosia

l Dina
s Sos

ia
l Din

a
s Sosia

l Provin
s
i DKI Jakarta 	

fasilitas U
PT  panti-panti  sosia

l Dina
s Sosia

l Provinsi  J
akarta Tahu

n
 2017 	

2.
 

O
bservasi; 

Provin
s
i DK

I Jakarta
 apaka

h
 sudah 	

D
K

I Jakarta 	
3. A

nalisis Data 
m

em
enuhi  unsur kelayakan 

1. 

Pengelolaan
 kepegaw

aian; 

2. 

Tata
 kelola barang 

3. 

Tata kelola keuangan daerah. 

-2~-7,-~,17,4  2,0 252.2,k{;0‘7,35p,52,s,- sr 
0°' 0 U,'; .3.2.. 	0,m,Ri,, ar. ,„ -, , 0-.= 	9_, 3. ,, 	_..,1 ,, ,,, DTiir  
a§5m=> 5“,20'E,..,, 
.9-g7Z',''',“ 

,p, 
w 	5, 	m 

''n'Plio 5-9, 	';'  

26.3g 3 	o 	F,im arjag -dwgN 	;,' 	29 g'9A,R 	r,g 	,1,. 	a2 
g" -~ 	9,  '2 	0§ 

E 	E'A 

Kepatuhan
 dala

m
 pertanggungjaw

aban
 hasil  

pelaksanaan tugas da
n
 fungsi 

ro 
c3 
t,7› 0. 
-4§ 
% 

nir  
@ n- 

iY 
I 
0. 
0 

, 

 

1. 

P
enelitian Dokum

en/data 

2. 

P
eninjauan Lapangan 

3. 

Perm
intaan Keterangan 

4. 

Pengisian Blanko/Kuestioner 

.. -00 

V2 5: 6  

dW' 
.-.2,2?, 
°=1 . n 

_. w 



7,,U,“25"6"25z 

g 	8  
gQWW..~ tO 0 

d 5vX 
n. 

L-; 
° 	r, 

2  
• °A. •  "-•-,̀5•< 0. 

`6' 

CJ 86‘ 

." !"'" 

kAE, 
8;RA 



.--f 



o 

U
E

ll
E

jU
l la

W
2

d
  -

 

kt. 

• 



z. 

ro' 

U
BP

 	
)1

d
9
 U
BS

B M
 

um
es

al
eA

ue
d 

ue
n  

• 

' "0 

z o 	(2,  
C.0 

c„ 

12, 

rn" <fl rs' 

2.6-r 

[13 



r.) 



01 

0. 
O 

O 

ue
!e

se
le X

ue
d 

ue
  

-E 

c7) (13) 	i).)1  
6-2,575 
FWX., 

elj4.‘027 

".." 

%!, 

rn- 

m 

o C 
Fz 



o 

enaaw
asan om

am
 Kangaa 

Penutupan Kas Akhir Tahun 2017  

rengaw
asan aaiam

 itangka 
Penutupan Barang Persediaan 
Sem

este
r I  TA

  2017  

_ 

rengaw
asan  pelayanan K

 I
 (e-

KTP)
 pindahan dari  daerah  dan 

pelayanan akte kelahiran
 dari 	

'  
Puskesm

as 

• 

• 	
—  

rengaw
asan renenm

aan m
una 

Ba
ru

 pada
 sekolah-sekala

h
 di  

Kota Adm
inistrasi Jakarta

 Pusat 

' 	
. 

re
ngaw

asan  renzm
an 

Ketenagakerjaan diluar PTSP
 

pada Suku D
in

a
s Tenaga Kerja 

da
n

 Transm
igrasi  K

ota 
Adm

inistrasi Jakarta Pusat 

. 	
•• 	

• • 

rengaw
asa

n
 Keaeraaaan 

D
ippo/LPS

 (Lokasi  
Pem

bangunan Sam
pah)

 di  
w

ilayah  K
ota

 Adm
inistra

si Jakarta, 
Pusat 

_
 	

 

"
 

 

rengaw
asan Aegralan 

Pem
eliharaan

 Tam
an da

n
 Jalur 

R
uang Terbuka H

ija
u

 (R
TH

) di 3  
(tiga )

 Kecam
atan K

ota 
A

dm
inistra

si Jakarta Pusat 

re
ngaw

asan rernefinaraan 
Saluran P

H
B  di  3

 (tiga) 
Kecam

atan K
ota A

dm
inistrasi  

Jakarta P
usat 

•
 

. 

rengaw
asa

n
 Aegiatan 

Peningkatan Trotoar dan Saluran 
Tepi  di  3  (tiga) Kecam

atan Kota 
Adm

inistrasi  Jakarta P
usat 

'. 	
•  

P
B

YE
K

 PENG
A

W
ASAN

 /  
U

RA
IA

N
  

2 

JAN
 FE

B
 MAR  A

P '  
fi
 

M
E

I JU
N

 J
iji.
 

.AG
T

 S
EP  O

K
T

 NOV  
DES  

3
 

 

JAD
W

A
L PE

N
G

AW
A

SA
N

 TAFIU
N

 2017 

.... -- — Vleyakin
i saldo kas da

n
 persediaa

n
 akhir 	

I  
ahu

n
 anggaran 2017 

Pengurus
 Barang

 melaporkan
 barang 

persedia
a

n
 tep

a
t w

aktu 

M
eliha

t da
n

 m
enilai  ketersediaan KT

P
 (e-

K
TP)

 serta
 m

eliha
t dan

 menilai  banyaknya 
penduduk  luar

 kota D
K

I  Jakarta
 yang 

pindah  ke
 wilayah Jakarta Pusat 

M
elihat da

n
 m

enilai  ketepata
n

 waktu 
penerim

aa
n

 m
urid  baru

 serta
 m

elihat dan 
m

enilai  kesesuaia
n

 penerim
aa

n
 m

urid  baru 
dengan

 peraturan
 yang berlaku 

M
enila

i perizin
a

n
 ketenagakerjaa

n
 apakah 

sesuai deng
a

n
 aturan yang

 berlaku 

M
enila

i penetapan
 titik  dippo/LPS  (lokasi  

pem
buangan

 sam
pah)

 apakah  sudah  
sesu

a
i dengan

 prosedu
r yang

 beriaku 

M
enilai luas da

n
 kualitas tam

an da
n

 jalur 
R

TH
 

M
enilai  kualita

s
 saluran P

H
B 

M
enilai  kualitas trotoar da

n
 saluran

 tepi  

, 

• 

. 	
•
 • 

4
 

<a
s dan P

ersediaan 
t i  

Pelayanan KTP
  (e-KTP

)
 pindahan dari 

daerah  da
n

 pelayan
a

n
 akte kelahiran 

dari Puskesm
as

 di  3  (tiga) Kecam
atan 

K
ota Adm

inistrasi  Jakarta
 Pusat 

SKPO/U
KPO

 Kota
 Adm

inistrasi  
Jakarta Pusat 

P
enerim

aan M
urid  B

aru
 pada

 sekalah-
sekolah  K

ota Adm
inistrasi  Jakarta 

Pusat 

Perizin
a

n
 Ketenagakerjaan

 diluar 
P

TSP
 di  3

 (tiga) Kecam
atan Kota 

Adm
inistrasi  Jakarta Pusat 

'PeniIaia
n

 titik  dippo/LPS  (lakasi  
pem

buangan sam
pah) di  seluruh 

K
ecam

atan
 wilayah  K

ota A
dm

inistrasi 
Jakarta P

usat 

Tam
an da

n
 Jalu

r RTH
  di  3  (tiga) 

Kecam
atan Kota

 Adm
inistrasi  Jakarta 

Pusat 

Saluran PH
B

 di  3  (tiga) K
ecam

atan 
Kota Adm

inistrasi  Jakarta Pusat 

Trotoar dan Saluran Tepi  di 3  (tiga) 
Kecam

atan Kota
 Adm

inistrasi  Jakarta 
Pusat 

sm
uo aas aan  persealaa

n
 aknir 

ahun
 anggaran 2017  pada SKPO

  /  U
K

PD
  

2. 	a 

'o' 

, 

g @ 

r...1.11M1,1,111
 

relayanan tt I l  (e-
KTP)

 pindahan dari  daerah  dan
 pelayanan

 akte 
kelahira

n
 da

ri Puskesm
a

s
 apakah  sesuai dengan 

ketentuan yang
 beriaku 

eyyal  
iya

 re
n

,erlasaan penzm
an 

ketenagakerjaan apaka
h

 sesuai dengan
 aturan 

yang berlaku 

Terselenggaranya P
em

eriksaan P
enerim

aan
 Murid 

Baru
 apaka

h
 sesuai  dengan ketentua

n
 yang 

beriaku 

1i <?r 

5 

-o 

3 
,1-; 

11) 	(11 3 

§ -0° 
-2'  E 
co F„ . 

5 

1 

@ 

= 
. 

-o 

-31  

UJ 

rertib
 adm

inistrasi  keuangan 

Tata Kelola
 Persediaan 

Perpindaha
n
 penduduk  da

ri luar DKI ke 
wilayah Jakarta Pusat; keakurata

n
 data 

kelahiran
 yang

 terbit dari  akte kelahiran
 di 

Puskesm
as 

Penerim
aan

 murid
 baru secara transparan 

Pelayanan ketenagakerjaan yang tidak  
m

elatu
i PTSP; helum

 mem
iliki  standar 

pelayanan m
inim

um
 (ISO

  9001) 

Penyebara
n
 titik dippo/LPS;

 
analisa 

kebutuha
n
 volum

e
 sam

pah; D
ippo/IP

S
 yang 

belum
 dilengkapi  am

dal  

A
aanya

 indikas
i jenis

 tanam
a

n
 yang 

terpasang tidak  sesuai  dengan spesifikasi  
yang dibutuhkan

 dala
m

 perencanaan;
 

adanya 
indikas

i tidak  sesuainya jum
lah  volum

e
 antara 

kontrak dengan yang
 terpasang 

Terintegrasi  saluran PHB
  di  3  (tiga) 

Kecam
atan 

.
 

. 	
. 

Panjang
 da

n
 luas

 trotoa
r serta

 saluran tepi  

•
 

ANALISIS
 RIS

IKO
 '  

7
 

 f. 5,  N 	r• 
J; 2 ;p 

gr'  Li" 

70' E 	g 

1 ,c, 

•< ci  

2 2- 

.•.' I , :-• 

6°.  
, P. 5 	N :-'s 

•-13 o 	o 

S'  5 8-  

P N 
-13 	0 . 

:. P N 
.07 .9 	° 

5,  N 
-0 	0 

r- 

1. 

D
esk  Audit 	

22 	
20  

2. 

W
awancara 

3. 

Peninjauan
 Lapangan 

1. 

Desk  audit/  pem
eriksaan 	

22 	
20  

dokum
en; 

2. 

W
aw

ancara/  klarifikasi. 

3. 

S
urvey lapangan/  pem

eriksaan 
fisik  (peninjauan

 lapangan); 

•- 

1. 

D
esk  audit/  pem

eriksaan 	
22 	

20  
dokum

en; 

2. 

W
awancara/ klarifikasi. 

3. 

Survey lapangan/  pem
eriksaan 

fisik  (peninjauan lapangan); . 	
, 	

. 
. 	

. 	
.. 	

-  
JU

M
LA

H
 	

' 	
: 

. 	
T

EK
NIK

 PENG
AW

ASAN
 	

JU
M

LA
H

 HA
R

I  
. 	

P
ERSO

N
IL 

9 	
Srl  

rv 
. rs, . n., . n',3 ki 

o o o o o o 



o 

oJ o 

  

— 

1Lr' 
gA1̂3 cr. 

skr,5,27 

3 = 

o.mg5-
-e,„9-3c17 

? 

Tertib
 tindak lanjut ha

sil perneriksaan 

m-w 
6.> 

oJ 

G) 

z 
G1 

o)
its

ia
  s

ts
nv

nr
o  

3 2- r. 
t>"!! 

!Ill 
iRro'Po 

5.  

Fri 

U-1-1-10 -0 

gua ,± ,212.2. 

m  

:€-P•Ra 
Sn? 

agMR 

3Lnu 

r, -„ 

FAIER 

3.2 

• 

o 



o 

z co o 

,̀8
3  
c2rn  

.7; 

o 

nk",' 
2_R ° 

i!
V
 eX

ea
  J

aq
w

ns
  s

eu
R]

  n
In

s  

E 

Gn 

o 

! s
e 5

1g
P e

ll/
ei

e3
ue

m
em

  '
Z • 

3 



e6
le

yy
  e

ur
g  

se
uI

a  
rn

In
S 

n 

.. 

o 

i.
 

m
erm

al konsrstensr perencanaan 	
1. Tugas dan Fungsi; 

m
engenai  R

enstra, R
PJM

D
, R

PJ  yang
 2. P

engelolaan Keuangan; 
tertuang

 dalam
 D

PA
; 	

3.
 

Pengelolaan Barang M
ilik  D

aerah; 
4. P

engelolaan Aparatur. 

2. 

M
engevaIuasi pencapaian

 target 
Renstra

 pada
 5  tahun terakhir; 

3. 

M
enilai  ketaatarilkepatuha

n
 terhadap 

peraturan
 perundang-undangan

 yang 
berlaku; 

4. 

M
enilai  pelaksanaan

 prinsip
 efisiensi  

efektif  dan
 ekonom

is
 (3E); 

5. 

M
enilai  apakah  pelaksana

a
n

 sistem
 

pengendaIian inte
m

 pem
erintah  telah 

berjalan; 

6. 

M
elakuka

n
 pem

antaua
n

 penyelesaian 
Tindak  Lanjut H

asil  
pengaw

asan/Pengaw
asan BPK

 RI  dan 
AP

IP; 

". - 6°-  . 

" 
9-A-  

R'I'l 

5.-R-  
i'd 

-5,  
I. 

	

N, 	:-. 

•' i,=,' 	7,-5-= 

	

.p.2. — 	— 	-F.@ 1'.  

	

Es' 	- 	7A' 

	

4D 	kl 
3 	,1' 

	

11 	-'1 	F“ 

	

- 	2, 	l'; 

...  

P 

3w, 
- 'S. 

h- 
2UI 

?g ll „@ 

, 

s 

P- 
›-ou=-1  

R, ',1.R- 

-.°=3 

! 	11 

32 0 w9- 

 

%. — f.. ..-2 

 

TU
JUAN 

4 

1. 

M
enilai  ketaatan/kepatuha

n
 terhadap 

peratura
n

 penindang-undangan
 yang 

berlaku; 

2. 

M
enila

i pelaksanaa
n

 prinsip
 efisiensi  

efektif  da
n

 ekonom
is

 (3E): 

3. 

M
enilai  apakah  pelaksanaa

n
 sistem

 
pengendalian intem

 pem
erintah  telah 

berjalan; 

M'om--1 
t<oit2,2 

`§[E6:, 
flUS 
19@g‘2,. 

mm-17,1 
22,H, 
c7; oT iT cS 
555, 
>mxs p„ 	 ;c, 
3&'.3  

F,,  
S @ 

,. o 
> z o . 	r- 
2 
o 

..c  
. 	w 

P'f-^ P-5-',  P:--` 
-2 2o2.09A“.74,&-.0 0 9r2' 

2- 
',",-,2. 

12, 
',1,* 	@•••°,7 	 .' r,;--E 	 5' P,2',-M. 	, 
•0 	,-o• 	-o ,,, 	. tL, 	 r 	g. 
:- 	i'g-,2 	, 	- 	. 	Q 
',, 	-`22(.1;F°1 	05 6 <•2. 	"u  > 
E 	1 E Eitr- g! 	.- 

24 O.,„ ?„ 	F,J , 5,(3. 	..g J 3 	g..  ff 9, 	-' 	5 .— 	m- L,  

rD tr 

 

," 

E
:7

,'S.,
9 - 5,
'•^ 

23•2T.g'

- '`... =' 

.2 

1. 

Tata kelola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

Pengadaan barangfjasa; 

4. 

Tata kelola
 pegaw

ai; 

5. 

Pencapaia
n
 perjanjian 

kinerja 
Pem

bangunan / Peningkatan
 Jalan, trotoar 

dan Bangunan Pelengkap Jalan; 
Pem

bangunan /  P
eningkata

n
 Jalan-jalan 

Strategis
 di  P

rovinsi  D
KI  Jakarta; dan 

Pem
eliharaan

 jalan 

JU
M

LAH 
SASARAN 	

ANALISIS R
ISIKO

 	
TEKNIK

 PENG
AW

ASA
N

 

	

PERSO
 	

J
N

IL
UM

LA
H

 HAR
I 

-
 

 _ 
6 	

7 	
a 	

9 	
10 

_
 

 

1. 
Tata kelola keuangan; 	

M
erupakan SKPD  yang

 mem
iliki  program

 	
1. D

esk  audit/pengaw
asan dokum

en 	
10 	

20  
2. 

Tata kelola
 aset; 	

prioritas
 pem

bangunan daerah  tahun 2017  
3. 

Pengadaan barang/jasa; 	
2. W

aw
ancara/klanfikasi  

4. 

Tata kelola
 pegaw

ai; 

5. 

Pencapaian
 perjanjian 	

3. S
urvey lapangardpengaw

asan fisik  
kinerja

 : 	
(peninjauan

 lapangan) 
Pelayanan Pubbk; Penanam

a
n

 modal  

H 

'5ff 
3 cn or 
5 -0 ..o 
5' 

2- 3 
`' 	5 . 
5 

155 
3 cn 
5 -0 ,o 
k'j 
2- A 

`.1  

	

P 	N' 
? 

	

.?.. g 	,,• 
•?;—< 	5 	s 

	

IS-g 	2 	g' 

	

P 	N' 

	

'Fig, 	o 
5 

	

f,..%> 	s 	. 
•,°7 	2 	. 

	

.5, 	@,.. 	.,;• 

	

g 	
,s, 
. 
3 

8 8 



C..) 



i 

.. 



n->  

o 

5.1 

uJ 

• 

n 

30 

FrU-Z-70. 

 

;1>r  

-17 (01,93 »̀ g 

nymini 
1P2.,41, 
11121""j 

  

     

  

     

O. 

n. 

eq
eS

n  
ne

1a
d  

ue
p  

d
S

ld
 

Tertib  laporan
 pertanggung

 jaw
aban 

Kepatuha
n
 dala

m
 pengadaan barang/jasa 



rem
oeroayaan, 	

1. M
enilai  ketaatan/kepatuhan

 terhadap 
OVM11.1

 winss  
 

Perlindungan Anak  dan 
peraturan

 perundang-undangan yang 
Pengendalian

 Penduduk 	
benaku; 

2. 

M
enila

i pelaksanaa
n

 prinsip
 efisiensi 

efektif  dan
 ekonom

is
 (3E): 3. 

M
enila

i apaka
h

 pelaksanaa
n

 sistem
 

pengendarian inte
m

 pem
erintah  telah  

berjalan; 

4. 

M
elakukan

 pem
antaua

n
 penyelesalan 

lindak  lanju
t Hasil  

P
em

eriksaan/Pengaw
asan BP

K
 RI  dan 

AP
IP; 

5. 

M
em

berika
n

 rekom
endasi/saran 

perbaika
n

 apabila
 ditem

ukan keIem
ahan 

dala
m

 pelaksanaa
n

 tugas. 

kJ 	 _1 

n 	 ma.c, 
Pl 

-vc 115  

.2% 
2-= (,) 
2§ 

g. 

.>. 

i 

JAN  I PER  INANI APR  I ME1 1...M
N

 I 	
I AO 	

O
KT  No

v DES  
,.. 
,g 
'P 

.* 

4 
. 	• 	. 	

. 
I 	

I 	
I 	

I 	
11. M

enilai kptaatanikon
fi,h ..n

 	
I • 	

: 	
•  

n ,z 
:g. 

	

P 	A 	P 	N 

	

nk 	j3§ 	2.E 	ET4 k 

.c. 	01  

3 
E. 	'Z'' 	'4 	

`L'-' 	• 	ui .@ 

T
UJUA

N
  

:,. PN,•. 
HU: ammw. 

2rn.  
`225.,' 
$c9,2• 

'..0 
c? 
: .- 

.2:071,,TPD. 65.R -OR 2u.7 grn
t
,i[711~e7 2. Sir fiuH“<"22 7F“ 9 3.§2.R.§.- .1'iog&, gflun2_02! 

r'S  

	

---. 	2 	?, 	.1?,,' 	2-• -0 	- 	3c 	g3 	2 	g%a-.2 	sP12 

	

gI% 	.,;."- 	,,. 	...' 	 ,. g g 	3:153 	- &' r, 	.2.;°, 	9",.2 	' 	2'2w- 	.) 

	

5 	% 	2 	2 g 	g 	h),;. 	-,•,?, 	2, ,,?, 	c3- 	1., 	-.. 	2 

	

%- 	i 	L'• 	2 ,, 	2, 

	

2 	. 	.9- „; 	;07  

@  

1. 

Tata kelola keuangan; 

2. 

Tata kelola
 aset; 

3. 

Pengadaan barang
/ jasa; 

4. 

Tata kelola
 pegaw

ai; 

5. 

Pencapaian Penanjian K
inerja: 

Pelaksanaan Pelayana
n

 Terpadu
 Satu Pintu 

	

a 13 	5i* 1.2,. 	Zn>  'C' 
-.'n. 

	

.,. 	ci ff., 	F7. 

	

c., 	.„?, 

	

52-1 	'&% 

	

03 	2.: 	15' 

	

&0 	Sw 	-3 

	

t... 	wP, 	s,  

	

r; § 	.2- f, 	S' 

	

c', g 	`». 

	

j 	.= 

	

. 	a, 	n- 
j- 

5..' 	E  
Sa- 

:.,'. 	5'..'j 	&''.  

a 	c  

	

,2 	2-c% 

	

g 	;r,g::. 

	

F_. 	. 	s..• 

	

c 	1].-0 

	

r, 	,5—'11 — 
-u 

	

I 	, 3 
6'' 

•  
AN

ÄLISIS
 RIS

K
O

 	
• 	

TEK
N

IK
  PE

N
GAW

A
SAN

  

•

 
 

7 	
8 

	

P 	N 	,' 

	

...,i,2 	3, 

.g. 	
.,5. 2. 	

5 	%.• 

	

5%1 	L,- 	5 

@ 	& 

	

.. 	r- 	. 

.5: R —, 

C'  

	

P 	N 

	

---6'.2 	. 	3 w .' 
. 

	

*5 	•%. 	--- 

	

3, 	n 	'F,, ' 

	

?„ 7. 	o.n- 	,, 	-..• 

	

,B2, 	!L'- 	" ww. 
— 1'n' 

8 
I 	... 

sr- .. 

o -<> 

...., 

C z 



:‹ 

1. 

M
enilai ketaatan/kepatuha

n
 terhadap 

peratura
n

 perundang-undang
a

n
 yang 

berlaku; 

2. 

M
enilai  pelaksanaan

 prinsip
 efisiensi 

efektif  da
n

 ekonom
is

 (3E); 

3. 

M
enilai  apakah  pelaksanaan

 sistem
 

pengendalian intem
 pem

erintah  telah  
beria

lan; 

4. 

M
elakukan

 pem
antauan penyelesaian 

T
indak  Lanjut Hasil  

Pem
eriksaan/Pengaw

asan BP
K

 RI  dan 
A

PIP; 
5. 

M
em

berikan
 rekom

endasi/saran 
,perbaikan

 apabila ditem
ukan kelem

ahan 
dala

m
 pelaksanaan tugas. 

1. M
enila

i konsistpnei nP
rA

rer-
n
n
m

n
n
 

, 

o 

W6:11",ff 
2,§71[1%' ftil 	1111 	lill 

	

, -K., 	?-! 	xr.-g- 
'o;-',..", 

N7 	' 	912 	r'S -9 

q5§.-2, 
• 2, ,;, .,..6.,- D; 5 ...x...,..o 

‘f,„- - J. 

1,~ 

94 R: 

•- 

2. 

3,R -.. 

g'g) 	g.0 g'u) 	c,  o 

,0 

1.) 



4) 



.., 

3. 

M
enilai  apakah  pelaksanaan

 sistem
 

pengendalian
 intem

 pem
erintah  telah  

berjalan; 

4. 

M
elakukan

 pem
antauan

 penyelesaian 
Tindak  Lanju

t Hasil  
Pem

eriksaan/Pengaw
asan BPK  R

I  dan 
APIP

; 

5. 

M
em

berikan
 rekom

endasi/saran 
perbaika

n
 apabila

 ditem
ukan kelem

ahan 
dala

m
 pelaksanaan

 tugas. 

1. 

M
enilai ketaatan/kepatuha

n
 terhadap 

peraturan
 perundang-undangan yang 

berlaku; 

2. 

M
enila

i pelaksanaan prinsip
 efisiensi  

efektif  da
n

 ekonom
is

 (3E); 

3. 

M
enila

i apakah  pelaksanaan
 sistem

 
pengendalian inte

m
 pem

erinta
h

 telah 
berjalan; 

4. 

M
elakuka

n
 pem

antauan
 penyelesaian 

Tindak  Lanjut H
asil  

Pem
eriksaanfPengaw

asan BPK  R
I
 

dan 
APIP

; 

5. 

M
em

berika
n

 rekom
endasi/saran 

perbaika
n

 apabila ditem
ukan kelem

ahan 
dala

m
 pelaksanaan tugas. 

k.,  

, 

,80332 .@.—,-. 
U giiVg 5  
'5' 0 33.3v, 
, sW 5

; 
 [7f 

3 (n 
,ri -Ci 
25 .. 

@... 

§,§ 

w  

....,u, 	0.0 

l'A 	1 	o 22 

1." 

F2. 

, 

o 

2 



Pengaw
asan K

as Akhir Tahun 
(Tutup B

uku) Tahun 2016 

Reviu Laporan Keuangan 
Sem

este
r 11 Pem

erintah  P
rovinsi  

DKI Jakarta Tahun 2016 

Pendam
pingan dan tutup buku 

akhir tahu
n

 anggaran 

Pem
antauan penyusunan R

KB
U 

dan RKP
BU

  

Pem
antauan 

Penyerapan/R
ealisasi  A

nggaran 
Tahun 2017  

Pem
antauan

 publikasi  R
encana 

Um
um

 Pengada
a

n
 (R

U
P) 

Pem
antauan Pegaw

ai  Tidak 
Tetap

 (P
TT)

 di  S
atuan PoIrsi 

Pam
ong P

raja 

P em
antauan Penjatuhan 

Hukum
an D

isiplin , 

	

N
N

 TER
TEN

T.U
.(pD

TT):., 	
, 

I 	
I 	

1 	
I 	

I 	
I  

11.?>.
'

1lird  
 

o 

.P 

m
erakuka

n
 evarua

si da
n

 analisis dalam
 

rangka
 percepatan

 penyerapan/realisasi  
anggaran 

m
erakukan

 evaruasr da
n

 anaIrsis dalam
 	

Perencanaan kebutuhan Barang M
ilik  

perencanaan
 kebutuhan Barang

 Milik 	
D

aerah  da
n

 penganggaran 
D

aerah 

• 

• 	• 	• 	
• 	

• 	
- 	•  

"
  "
 	

• 	
• 

m
engetanu

r penyerapan anggaran
 akhir 	

ketaatan terhadap
 peraturan 

tahun 2016  

	

nneyarunr 	
Ve

r
1

 uesem
ber 2016 

telah  disusun berdasarka
n

 SPI  yang 
m

em
adai  da

n
 disajika

n
 sesuai  dengan SAP  

. 	. 	
. 

@ z 

."(<0 

@ 
cu 
g ..,,,. 

•< c 

o• 5 C r  
g 5.. 

- . 

91. 
o 

,- £ 

S .1 
. 

i R 

rnerakukan evaruasi aan
 anairsis

 dalam
 

rangka
 pencegaha

n
 penyim

pang
a

n
 dalam

 
pengada

a
n

 barang
 da

n
 jasa,

 
m

endorong 
SKPD

/U
KPD

 untuk  segera m
em

publikasi  
R

U
P  

. 	
. 

... 

? 

LKPD
 Provinsi  D

K
I Jakarta Th  2016; 

L
K

 SKPD
 /  U

K
P

D
 Th  2016  

ketaata
n

 terhadap
 peraturan 

Satuan Polisi  P
am

ong Praja P
rovinsi 

D
K

I  Jakarta
 dan 6 (enam

) W
ilayah  

SKPD
  O

brik Bidang 

Pengadaan barang dan
 jasa S

KPD
/ 

U
KPD

  

r 

M
engetahui  kebutuhan barang

 sesuai  tugas
 dan 

fungsi  serta
 ketersediaan Barang

 M
ilik Daerah  

Penyerapan/R
ealisasi  A

nggaran 

Laporan Keuangan yang disajikan
 oleh PPKD

, 
laporan keuang

a
n

 m
encakup

 LRA
, Neraca,LO

, 
LPE, LAK

 dan C
aLK  

SKPD/U
KP

D
 

1. 

M
enganalisa da

n
 m

engevaluasi  kontrak  kerja 
PTT: 

2. 

M
engevaluasi  P

egaw
ai  P

TT  yang
 mem

iliki  
kem

am
puan di  B

idang K
eam

anan dan 
Ketertiban. 

P
egaw

ai  di  Lingkung
a

n
 Pem

da
 DKI  Jakarta 

SKPD/U
KPD

  

M
engevaluasi  penyusunan H

PS
 da

n
 penetapan 

spesifikasi  teknis
 ata

s
 pengadaan barang da

n
 jasa 

o> 
? 

., 

Priorita
s pem

bangunan daerah  P
rovinsi  D

K
I 

Jakarta Tahun 2017 

Percepata
n

 realisasi  pem
bangunan

 daerah 

M
endorong

 opini BPK
  m

enjadi  W
TP  

'Tertib  adm
inistrasi  keuangan 

Pem
berdayaan SD

M
  (PTT) 

Pelaksanaan Penerapan
 Sanksi  

Terttb  adm
inistrasi keuangan 

'Percepata
n

 pelaksanaan PBJ  

— 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

Analisis D
ata 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 

1. 

Penelitia
n

 peraturan 

2. 

Penelitian dokum
en 

3. 

Cek  fisik 

•  

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 

1. 

Penelitian
 peraturan 

2. 

Penelitian dokum
en 

3. 

Peninjauan Lapangan 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 

1. 

W
aw

ancara; 

2. 

O
bservasi; 

3. 

A
nalisis D

ata 

o _, 
. o 

til 



     

     

    

0) 

     

     

     

     

     

     

     

     



Ifl 

`a z • 

Z 

t» 

3 

1!4
!.1 

eX
ea

  Je
ciw

ns
  s

eu
ic

i  m
in

s  

; -0  

o 

o 

rn 

zJ 

-< c- > > x 
m > 

-o > m > z z x 
c c z 
o cn 

> 
> — x z 

c7) z > z 
cn 
c_ 

zJ 

7J 



01 
 

-o E
?  -' 

FD"' 
.2% 
cn 
., 

E 

2 

U) . c' 

-o 
3' 

-5 
• 

U) c 
- 

`I 
0. 
....1' 

.1JfiM
A

N
 

R
N

CANA
 JA

DVVAL  P
EN

G
A

W
ASAN

  TA
H

U
N

  2017
 
 

JA
N

 FEB M
A
R
 APR

 MEI JU
N

  JU
L

.  A 'G
' r
 S
E
 ok r

 NO
V
 .DE.1 

,., 

- 

5,1  

r'T 3  - 3 
.- 

:4 
 o. -
`6'- % 

320  " 

!E,s71: . 	a 

:,. 
, g g 

-T, 3 o . ar 
,'(--.• 

- o i 3 
<3 B,' s 

,?, 

''S' 

	

-,3 	',•% 
it° 
92. 

	

o. 	w 

	

3 	' 

	

P 	!, 	:- • 

	

2, • , 3 2. 	2. 	2› - 2,  2. 

	

221.: 	,9- . 	a;',2  

	

rAL ''' 	o 	2 t' 

	

s • o- 	g., 	; a 

	

ro" 	o' 	0. 

	

3 rwi 	. 1,1, 	'C' r o 

	

5 ,3 	f-1;3, 	§s- 

	

51 	'.'",- 	°2'' ... 

	

Er . 	54,' 	5 . 

	

,• -,,• • fir 	ro- 	• < 	{1 

	

fli 3 	?•• 	'C' 	at , 	- 	.-. 

8-  
P,  

-6  a-  3 
i'M 
c 1. -t°1' 
LL &-' 	.F,; 
3 &---rb - o o. 3  

1,-h; 
&' co o f» . 	a c E 

<P, , 

--1-3 

.3  

-,,, 	.."-  

:. 

3 .. c,7 
&1- 

ii-  i  rA 
3 °.  . 	 ' 

,7,  
e} 	. 

-P. co 	o 
-0 	',, 7r xt 	w 
o. 	tr, 
3 	' 
- 	'' ' •  

	

P 	P 	: - 

	

' ,7; , 2 = 	k' 	2,, - @ = 

. o'  9. 

	

c%- 	. 	2,' 

	

.5. • = • 	g ', 	2 	- 

	

io> " 	a (7, 	0. 2-• 3 cr*.3.. . 	3 g , ,` 

	

.' 	;-1;3. 	§s- 
2 	=''''.2. 	2. 3 

	

o' o 	"" 	= 

	

= - FE 	th 	c 3 

	

..- to 	tT, - 	, w 
, 	- - 	2-0 

• 

a . 	I% 	'g,' 	re'1' 

Rti: 	2-,- .  

5.. 

w a a 

3 ' J o. -3 = ,. ,!,.' @ 
-6`  
- 

u2R 3.. u, 	5 	ii tn  
E 
' N 

= ;,--  

:,' 

-T, 3 '5• it 

o , 	3 5 3 •z • -o 
-i3 -;<4 
3'. oz, n,T., 5 

	

{'^' 	' 

	

2 	"Pl, 

	

ro 	o 

	

xt 	tt t 

	

Ef 	s" 

•c7> • 

	

P 	P 

	

‹3 5 	S',-'  3 	P. - a',  3  

	

94 " 	5  

	

%, 1:, 	R. 	 - 	TO Rj 

	

...., 	o  

	

F'D'" 	g' 	, 3 	 CO 

	

t̀il 	.4.. 	3 -.  

	

5 6 	r%3' 	S g 

	

2P3 	'''". 	09-. o . o 	''' 	= ' 

	

Er . 	«it ',',7  .- t7,- ri., 	FD. 	3 . 	• • < 	C. 

—. 	. -o 

TU
JU

A
N

 	
' 	

R
U

A
NG

  LING
K

U
P

 	
. 	

SASA
R

AN
  

4 	
5
  
 

6 

5,  ., 
mm-D-4 
2 2 52, 0,o, 
11-1 Pi 
333 

7'W 

o o 
@ 

-p-pm-4 
5 S' 2 <rS mo.. 
iH-O'. o, c,-,-  ET, . 
353 
,..,. 

l uW4 

P.c" 

• 

:,. 	..,!•:-'  
m-pm-1 
13 3' 3.3 ,ocomo, 
r£4,'"..H 
n" U 
-...0 
‘, 4,9 E . 2, 3,.  

`,1,9  @ 

1. 

Tatakelola K
euangan; 

2. 

Tata kelola
 Aset; 

3. 

Pengadaan Barang/Jasa; 

4. 

Tata
 Kelola Pegaw

ai; 

5. 

Pencapaian Perjanjian Kinerja: 
Pungutan lia

r pada
 pelayanan publik di 

sekolah, kondisi  sarana da
n
 prasarana 

sekolah, da
n
 revitalisa

si sekolah. 

1. 

Tatakelola Keuangan; 

2. 

Tata
 kelola

 Aset; 

3. 

Pengadaa
n
 Barang/Jasa; 

4. 

Tata K
elola Pegaw

ai; 

..mm-1-0-t-t 
'V,I2U 

	

il2 	. 
-0. -N-- 2 U3 
"k'%iu;>' ' 

-?,4,%Pl 
,g - 

Z"---  
2 • 
2,?-, 5 	l'  
9-_..2. %., 	@ -. 	• • 
• K,' 	F,- @ 	._.. 

.,., 	g . 2 

cm 
5 9-
2" F. 
ts, a 
- 

2. 3 

:• 	-F,3  

ret 'r Ol ,•<,' 	•S''- 

CO 

-2A-5-P43 
3,26 
'' 0<-  `' § .9 

w 	0.-‹ 9'., 3 .12 . ,.., 

,-,.= 3 t Ft 3 2 

F=11U2. 

J%2-34 = 	- @=“5 
o. . 	E.:.:--,  

	

P 	P 	: - • 

	

g 	8- p, 
-w. 

,3, 2  

	

w . . 	k' 

	

, . 	-0 

? ' 
. 

	

2g 	g, 	2 
.2. R 

. 	R' 

,2 

2.  . g 	2 	.? 2, 

	

P 	!`-' 	: - • 

	

CO3 	 -, 

	

--6-4' 	'' 	3 ic 

	

, 	__ 	, 

- 
07 

	

'ig 	ti" 

	

5 3 	2 	i 

	

mo 	•• w c . 
u• 
R 

	

. c.  3 	g: 	 1,,  

-DIJ 	ri 	
3g.  

..'  

.,  g, 	,, 	8- R 

	

P 	P 

	

CC3 
	-"' 

.,h- 
•
ir 

	

‘3 	-Q .. 	.,;. 

`c̀.' `a ..... 
- . R 

... . _ 
.., — . . 

g . 0 . . , 00 



P 

r?; 
22.; 	0--t;'  

o 
, w 

o 

3u 5.5 

35 
'51 

gri 

ri 1 

32Z3 

E 

c 

Dokum
en Pelaksanaan Anggaran 

"I S
E

W
EN

  /
EJ

E3
U

8M
E

M
  

.=-..-2 ‘1' o 
rW 

= ,ma3 ,  
q1-21W 
g)NA rd 
g- w c7,@•"k',?,. 
RIF,f5 9  
aowa—m 

-0JA-5 55- % 
53 

co 

-0 

• 

o 

Penyerapan/R
ealisasi Anggaran 

co 

, 

• 
o 

co 



1 i 	
rem

antauan Penerim
aan M

und  
4

.5 :`:; 	
I 

Baru
 pada

 sekolah-sekola
h

 di 	
i 

Kota
 Adm

inistrasi Jakarta
 Tim

ur 	
,:,,..:4 ,',:•'• 	

r 
''••V.' . 	

c 

rU  

•

:/fkr; 
,...*

:.., 
,''t‘',•  

',•'",' ,‘  

o o o o o o 

rem
enksaan P

enzinan 
Ketenagakerjaan

 dilu
a

r PTSP
 

pada S
uku D

inas Tenaga K
erja 

da
n

 Transm
igras

i Kota 
Adm

inistrasi  Jakarta
 Tim

ur 

. 	
_ 

rem
enksaan Keberadaan 

D
ippo/LPS  (Lokasi 

Pem
bangunan

 Sam
pah)

 di 
wilayah Kota

 Adm
inistrasi Jakarta 

lim
ur 

— 

rem
enksaa

n
 Kegiatan 

Pem
eliharaan Tam

an
 dan Jalur 

Ruang Terbuka
 Hija

u
 (R

TH) d
i 3 

(tiga)K
ecam

atan Kota 
Adm

inistrasi Jakarta Tim
ur 

. 	
. 

rem
enksaan

 Pem
eliharaan 

Saluran P
H
B

 d
i 3

 (tiga) 
Kecam

atan K
ota

 Adm
inistrasi 

Jakarta
 Tim

ur 

mem
enksaan Keberadaan

 Marka 
Jala

n
 pada

 6
 (enam

)
 Kecam

atan 
d

i Kota
 Adm

inistrasi  Jakarta 
Tim

ur 

— 

rem
enksaan Pem

berian Surat 
Rekom

endasi Perizinan
 Usaha 

B
idang K

esehatan
 diluar PTS

P
  

pada
 Suku

 Dinas K
esehatan 

rem
enksaa

n
 penataan 

Pedagang K
aki  Lim

a
 (P

K
L)
 pada 

Suku D
inas Koperasi, U

KM
,
 

serts 
Perdagangan 

. 	
. 	

. 
D

B
YE

K
  P

E
NG

AVVASAN
  / 

U
RAJAN

 

 

M
enilai kualitas

 saluran PH
B 

*
t.•  

M
enilai/m

engetahu
i apaka

h
 pem

berian 
sura

t rekom
endasi  perizina

n
 usaha bidang 

kesehatan diluar PTS
P

 suda
h
 berjalan 

sesuai  deng
a
n
 aturan yang

 berlaku 

R
E N

C
ANA

 JA
D

W
AL P

ENG
AW

AS
A

N
 TAH

U
N

  2017.
 

 
JA

N
 FEB M

AR
 A

ilk
  m

El  J
UN

 JUL
A

dY  sE r
 Olti"  NOV  ciEs 	

•  

,-.
 

f '
4 	

 

M
enilad  m

engetahui  apaka
h
 penataan PK

L  
sudah  sesu

a
i deng

a
n
 aturan 

I 

M
enila

i penetap
a
n
 titik dippo/LP

S
 (lokasi 

pem
buang

a
n
 sam

pah)
 apaka

h
 sudah 

sesu
a

i deng
a
n
 prosedu

r yang berlaku 

M
enila

i perizinan
 ketenagakerjaan apakah 

sesuai deng
a
n
 aturan

 yang beriaku 

VIelihat dan
 menitai ketepata

n
 waktu 

senerim
aan

 mu
rid

 baru
 serta

 m
elihat dan 

nenilai kesesuaian
 penerim

aa
n

 m
urid  baru

 '  
lengan

 peratura
n

 yang berlaku 

M
enilai luas da

n
 kualita

s tam
an dan

 jalur 
R

TH
 

oU
r

a
a

rrv
ru

rru
 oa

ru
 paaa sesolan- I erselenggaranya P

em
eriksaan P

enerim
aan M

urid  
sekola

h
 Kota

 Adm
inistrasi  Jakarta 	

Baru
 apakah  sesuai  deng

a
n
 ketentua

n
 yang 

rim
ur 	

beriaku 

r  cl IC1/1411 ,etendyarcerja
a

n
 anuar 	

rerserenggaranya Pem
eriksaan

 perizinan 
PTS

P
  d

i 3
 (tiga) K

ecam
atan K

ota 	
ketenagakerjaa

n
 apaka

h
 sesua

i dengan
 aturan 

Adm
inistrasi Jakarta Tim

ur 	
yang beriaku 

i
 cuuun uu

u
 JellU

r I, I n
 01 ,5 tugaj 	

I  erselenggaranya Pem
eriksaan lu

a
s dan kualitas 

K
ecam

atan Kota A
dm

inistrasi  Jakarta
 tam

an
 da

n
 jalur R

TH
 

, 
Tim

ur 
i  Penilaia

n
 titik dippo/LPS

 (lokasi 	
Terselenggaranya

 Pem
eriksa

a
n

 keberadaan dippo 
pem

buang
a
n
 sam

pah) d
i seluruh 	

(loka
si pem

buang
a

n
 sam

pah)
 pada

 titik lokasi di 
Kecam

atan W
ilayah K

ota A
dm

inistra
s
i seluru

h
 Kecam

atan
 W

ilaya
h
 Kota

 Adm
inistrasi 

Jakarta
 Tim

ur 	
Jakarta Tim

ur 

— 	
• 

rn
o

 ui
 

kligd) necam
atan 

Kota
 Adm

inistra
si Jakarta

 Tim
ur 

ucluluu luainu JdlcU
l Ul  n

 lenam
) 

Kecam
atan Kota Adm

inistra
si Jakarta 

Tim
ur 

,
 

i 
. 

?: 
l'  

ti 3_1 

D, 

Y1 I 
5 .°••' 3 @-. 

.7.1 

11 

...-' .-'; •<°' 
iii 2̀,2 

(i) 0 
. r D 

5 

I
 

erselenggaranya Penilaian kualita
s
 dari  

pem
eliharaan

 saluran
 PH

B 

_ 	
. 

erserenggaranya
 M

arka
 Jala

n
 di  W

ilayah K
ota 

Adm
inistrasi  Jakarta

 Tim
ur 

m
engidentriskasi da

n
 penggunaan surat 

rekom
endasi  perizina

n
 usaha bidang

 kesehatan 
dilua

r PTSP 

	

— 	
 

• 

• 	
•  •  

erselenggarany
a
 Penataan PK

L  yang
 berada

 di  
Lokasi  B

inaan da
n

 Lokasi  S
em

entara 

• 

. 	
.8 	

. 	
. 

6 	
7 

_ 	
. 

Penerim
aan

 murid baru secara transparan 

Pelayanan ketenagakerjaa
n

 yang
 tidak 

m
elalui PTSP; belu

m
 mem

iliki standar 
pelayanan m

inim
u

m
 (ISO

 9001) 

Penyebaran titik dippo/LPS;
 

analisa 
kebutuhan

 volum
e
 sam

pah; D
ippo/LPS  yang 

belum
 dilengkapi  am

dal 

Adanya indikasijenis
 tanam

an
 yang 

terpasang
 tida

k sesuai  deng
a

n
 spesifikasi 

yang
 dibutuhkan

 dala
m

 perencanaan;
 

adanya 
indikas

i tidak  sesuainya
 jum

Ia
h
 volum

e
 antara 

kontrak deng
a

n
 yang terpasang 

Terintegras
i salura

n
 PH

B
 di  3

 (tiga) 
Kecam

atan 

Kualitas
 da

n
 Kuantitas keberadaan

 marka 
jalan 

Tenag
a
 m

edia
 yang belu

m
 sesuai dengan 

tenag
a

 m
edis;

 
ruang

 media
 yang belum

 
sesuai dengan izin

 bada
n

 usahanya;
 

obat 
yang

 telah  m
em

iliki izin da
ri BPO

M
 

PKL liar diluar saran
a

 yang disediakan
 untuk  

berjualan 

1. 

D
esk  Audit 

2. 

W
awancara 

3. 

Peninjauan Lapangan 

1. 

Desk Audit 

2. 

W
awancara 

3. 

O
bservasi  

4. 

Peninjaua
n

 lapangan 

1. 

D
esk Audit 

2. 

W
aw

ancara 

3. 

Peninjauan Lapangan 

1. 

D
esk Audit 

2. 

W
awancara 

3. 

Peninjauan Lapangan 

1. 

Desk audit/ pem
eriksaan 

dokum
en; 

2. 

W
aw

ancar-d
/ klarifikasi. 

3. 

S
urvey lapangan/ pem

eriksaan 
fisik (peninjauan lapangan); 

1. 

Desk audit/  pem
eriksaan 

dokum
en; 

2. 

W
awancara/  

3. 

Survey lapangan/  pem
eriksaan 

fisik
 (peninjauan lapangan); 

1. 

Desk audit/ pem
eriksaan 

dokum
en; 

2. 

W
aw

ancara/  klarifikasi. 

3. 

Peninjauan lapangan 

1. 

Desk audit/  pem
eriksaan 

dokum
en; 

2. 

W
awancara/  klarifikasi. 

3. 

Survey
 lapangan/  pem

eriksaan 
fisik (peninjauan lapangan); 

m m m m m m m. .x. 

o r. o tv o r. o iso , r. o N., o o" C" 



cn 	 rTs., 

32 

0

00 

.- 

2.  3. 

, 

10 

«l°3 

o 

i;PA! '1E-12 E3o3.9- 
5' 5.691 

g 

g1 

,  

Kas dan Persediaan 	
Untu

k m
enentuka

n
 saldo kas dan

 persedia
a

n
 akhir

 Tertib
 adm

inistra
si keuangan 	

1. Pengum
pulan data

 secara 	
18 	

20  
tahun

 anggara
n

 2017 pada
 SKPD

 /  U
KPD

 	
sam

pling; 

2. 

A
nalisis

 dokum
en; 

3. 

M
elakukan

 peninjauan lapangan; 

4. 

M
etakuka

n
 waw

ancara 
1. 

Pengelolaan kepegaw
aian; 	

1.
 

Pengelolaan kepegaw
alan; 	

Tertib lapora
n
 pertanggung

 jaw
aban 	

1.
 

Penelitian
 Dokum

en/data; 	
18 	

20 
2. 

Pengelolaan barang
 milik daerah;

 
2. T

ata kelola
 barang 

2. P
eninjauan Lapangan; 

3. 

Pengelolaan keuangan daerah. 	
3. T

ata
 kelola keuang

a
n

 daerah. 	
3. Perm

intaan Keterangan; 

4. 

Pengisian Blanko/K
uestioner 

Tem
uan

 dan
 rekom

endasYsaran has
il SKPD/

 U
KPD, KPA

, PPTK, Pejabat Pengelola 	
Tertib

 tindak  lanjut hasil  pem
eriksaan 	

Perm
intaan

 dokum
en/data 	

18 	
20 

pem
eriksaan 	

Kepegaw
aian, Pejaba

t Penatausahaa
n
 Keuangan, 	

pendukung: bukti setoran,
 

surat-surat 
Pejabat Pem

buat Kom
itm

en, Pejabat Pengadaan 	
teguran/peringatan,

 
dan bukti-bukti  

Barang/Jasa, Panitia Penerim
a

 Hasil  P
ekerjaan, 	

pendukung
 yang lain 

dan AS
N

 lainnya
 di  W

ilayah K
ota

 Adm
inistrasi 

Jakarta Tim
ur 

C
U

P
fl
 

d
i lin

n
i,......-.

.
.
 v

....-
 n

........ 	
e
,...-......

 • ...........
 

. 

kc-N
1
r)u

rn
u
a
na

n
 oa

n
 t erserenggarany

a
 Pem

eriksaan Pelayana
n
 KTP

  (e 
daerah  da

n
 pelayan

a
n
 akte

 kelahira
n

 KTP)
 pindahan dari  daerah  dan

 pelayan
a
n
 akte 

dari Puskesm
as di  3

 (tiga) Kecam
ata

n
 kelahiran da

ri Puskesm
a

s apakah  sesuai  dengan 
Kota

 Adm
inistra

si Jakarta Tim
ur 	

ketentuan
 yang berlaku 

SK
PD

 di lingkung
a
n
 Kota Adm

 	
K

etepatan
 penatausahaan barang 

Jakarta Tim
ur 

i
 

	

' ..13(.1AN .W
,LIN

G
K

UP 	
. 

. 	
. 	

. 

• 

• 	
. 	

• 
5  

1 

cn 

Tata
 Kelola Persediaan 	

1.
 

D
esk A

udit 	
18  

2. 

V
erifikasi  data

 barang 

3. 

W
aw

ancara 

- P
erpindahan

 pendudu
k dari  luar D

KI  ke 	
i. D

esk A
udit 	

18  
w

ilayah Jakarta
 Pusat; keakuratan data 	

2. W
aw

ancara 
kelahiran

 yang
 terbit da

ri akte
 kelahiran di 	

3. O
bservasi  

Puskesm
as 	

4. Peninjauan lapangan 

• 

, 	
• 

A
NAL —

ISIS R
ISIK

O
 	

TE
KNIK  P

ENG
AW

ASAN 	
41:jM

L-All 	
JU

M
  

	
7
 	

8
 
 

o oc 



' 	• ;0;im-1-1 

XX 

.1,2.a2A° 

Wg'z' 

ar 

cr 3 
k2% 2" 
am,a 
Es cr.w

3  
c3 o -9, 

,9A5A-2 
8r.2;R 
03, 

irP
nv

  I
sa

a  

(TI 

16' 

PP
ri
V
 )1 S

a
a
 • 1 

sl=` 

• • 

52,5 

rn,c2. 
wuu. 
95>?fl 

E02, ,gsss 

o 
Er's' 

ffin# 
eC JI2 ‘1 

92Thr 

O 

slaUF6.  

a%=0 
2 % 3  

= 



	

w
 	

1.
 

M
enilai kepatuha

n
 terhadap

 
ketentuan/peraturan

 yang
 berlaku; 

2. 

M
enila

i apaka
h
 pelaksanaan 

	

4
 	

peng
elolaa

n
 anggaran,

 pengelolaan 
barang dan

 pengelolaan
 kepeg

aw
aian 

serla
 pengadaan barang

fjas
a
 telah 

P;k• 

	

dilaksanaka
n
 sesu

a
i deng

a
n
 prin

sip
 	

, 
ekonom

is,
 etisien

 da
n
 efektif; 

3. 

M
engidentifikasi kelem

aha
n
 sistem

 

	

$
P..1., 	

pengen
dalian intem

 ata
s
 pelaksanaan 

kegiata
n
 yang

 tela
h
 dilaksanakan 

sesuai deng
a
n
 tug

as
 poko

k
 dan fungsi; 

.<1•;5‘, 
4. 

M
em

berika
n
 rekom

en
da

s
i ata

u
 saran 

perbaikan
 ata

s
 kem

ungkin
an

 adanya 

•

,, 	
•:,-,.- 

kelem
ahan/kekurang

a
n
 dalam

 
p
elaksan

aa
n
 tugas

 

4
'.. ,-, '  

 
uku

 Dina
s
 Pendidika

n
 W

ilayah 	
,-,.:,..,,,;' 

 
1. M

enilai  kepatuhan
 terhadap

 
''...".:1-. 	

ketentua
n/peraturan

 yang berlaku; 
f%

  
*

1.1- 	
2. M

enila
i apaka

h
 pelaksanaan 	

. 
pengelola

an
 angg

aran,
 pengelola

an
 

a
§',*

 

	

	
barang da

n
 pengelola

a
n
 kep

eg
aw

aia
n 

serta
 pengadaan

 ba
ran9  /jas

a
 telah 

dilaksanaka
n
 sesua

i deng
a
n
 prinsip

 
ekonom

is,
 efisie

n
 dan

 efektif; 

3. 

M
engidentifika

s
i kelem

ahan
 sistem

 
,1--... 	

pengendalia
n
 inte

m
 ata

s
 pelaksan

aan 
..14

r 	
kegiata

n
 yang

 telah  dilaksanakan 
sesuai  d

eng
a
n
 tugas

 pokok  dan fung
si; 

g"W>  
'M

  

4. 

M
em

berikan
 rekom

en
dasi  ata

u
 saran 

'4 -4
P 	

perbaika
n
 atas

 kem
ungkinan

 adanya 
7
.. 	

. 	
kelem

ahan/kekurang
an dalam

 
p
elaksana

an
 tugas 

.
 

., ,.:,
„
 .
 

•
 .
 -.....4„:_:,--it;' i 

[ ,,--,,,,,k
..._

.,-..,,«. 	
.‘.--1/4„?;--.,...----:  --  :f

-1
--i-k

i-g•  

	

,. 	. 
2
 

 
S

uku
 Din

as Pem
berdayaan, 	

.
1

1
1

1
1
  

z 

A 

-,0 ,.1  
th 

,... 

CD . 

9) 1 1 
"" 	
{9

cn 

Fli C 
R- 

0: = 

"p . 2 
0 2" R- 0 o o 

	

o.1 	. _ co   

rd• "C"' 

2 5 

	

1D 	111 

-o 0 cr . 2 

lO <0 

.....' .... 

p 	. 	_. 
f — 	0  
il g 	. 	9, .; . 

1.1 	2., ,,. 

<D 5 
2-  -5.: 
,•,' 2 

P 	r-, 

0. 	n, 

01 5 
c —5 : 
i, 	'' 

• ":“ 	C1 	,̀,7  

‘O' 	8j. 	.,..95  

• 

P 	!`) 
? 

51  0.. 

'15 	CD  . 5. 
, o,•  
. I--- 

. ,.., • . . 

o lo C, ,D 



CO 



-P 



.... -. ... 
o to co 	 -.I on .+ 

ian
 Stock O

pnam
e

 Persediaan 
rA

.2017 

"O 2 
Jj5 

Y 
13 to z 
g". 
2 
03 
c 

2 
74  E‘ ;` 

g 
c .. =. 
> o F,, a , G—  . -.. 	E 
=,' 3  
. -",' 	'.' 
g j 

, 
''''' C <T'  £' 
f 
1-.3 0  o 5 2- 
cn ek, 	. 

{°,- ,6° g 
. "P k' 
.2.: CO ve 

0 (I) 

,-;? -0° "g  
....° 	9_> 	o, o 
2  
7.3 o ° o ,- 
U) R 5 
'k cc,  g ..T 	, . 

	

, 	w. 
*--- 1:0 (t, 

0 cn 

ro 

	

9. 	Ev 0, „5-  0 o tn 

‹n° C  

	

'o'7,‘ 	E 
..1  6° g 

	

.- 	113 

CO In 
0 cn 

relayanan 
Kesehatan

 pada Puskesm
as 

Kecam
atan 

. 	
iu.U

S
 alas 

B
elanja

 S
udin K

esehatan 
..› 

0 

li 
.32,  

rengaaaan barang/Jasa 	
Progra

m
 prionta

s
 : Peningakatan Sarana 	

1. D
esk Audit 	

• 	
5 	

20  
Prasarana Kesehatan, 

2. 

W
aw

ancara 

3. 

K
onfirm

a
si dan Peninjauan 

• 
Lapangan (jika

 diperlukan) 

Puskesm
a

s
 Kecam

atan 	
1.
 

K
inerja P

elayanan; 	
M

erupaka
n

 Unit pelayanan
 masyarakat 	

1.
 

D
esk Audit 	

20 	
20 

2.
 

S
arana P

rasarana Pelayanan 

2. 

W
aw

ancara 
•  

3. 

K
onfirm

as
i dan Peninjauan 

Lapangan
 (jika

 dipertukan) 

20
 SD

 	
P

engelola
a

n
 dana

 BO
P-BO

S
 	

S
ekola

h
 merupakan Lokus P

engelolaan
 dana

 1.
 

Pem
antauan 	

20 	
20  

BO
P-B

O
S 

2. 

W
aw

ancara 

3. 

Peninjauan Lapang
a

n
 (jika 

dipedukan) 

20 SM
P 	

Pengelolaa
n

 dana B
O

P-B
O

S 	
S

ekolah  m
erupakan Lokus Pengelola

a
n

 da
n

a
 1. P

em
antauan 	

20 	
20 

BO
P-BO

S 

2. 

W
aw

ancara 

3. 

Peninjaua
n

 Lapangan
 (jika 

diperlukan) 

20  S
LTA

 (S
M

A
-S

M
M

K) 	
Pengelolaan dana BO

P-B
O

S
 	

S
ekola

h
 m

enm
akan

 Lokus Pengelolaan dana
 1. P

em
antauan 	

20 	
20 

BO
P-B

O
S 

2. 

W
aw

ancara 

3. 

Peninjauan
 Lapangan

 (jika 
dipedukan) 

U
KPD

 di lingkungan
 Kota

 Adm
. 	

1.
 

Tata K
elola

 Keuangan; 	
T
e

rtib
 adm

inistrasi keuangan 	
1. D

esk  A
udit 	

20. 	
15 

Jakarta
 Utara

 (sam
pling) 



.ro 

M
enyelesaikan

 perm
asalahan

 tertentu 

Cn 

ue
m

en
sa

Au
al

ry
  

7°, 

u
e

m
en

sa
Au

aI
N  



o 

6), 

) 

.1 1 

41, 

3 cr 

o 
fl 

:-,-71r,,,,_,,-7  
P 	t. 	: - • 

•2. 9 3 "1-9 `A- l'g 

z 

o 

.,..1,,,,,,, 	,,, 2,,,  , 2 l,  • o . 	,c, 

4•3 
'iP'› 	'''".-  

‘1,,, 2,`.3.  

I.  14 

a 2_ 

-,,,  
11 ,s 7, EE -2. EE ' 	; s. .  

. 	:1 I 3 
co 

. . 

. 





C.) 



, 
i....
".
'
'
'

.07-fr
.
'

" ,..-  "..,..
'"

 
 •  •••'"4"4.<,-..-

"'' '''',",-,•••;',4
.. •,. 'W

•<•-  '  ••  '  
-

-1AD" 
 

VIAL-,491EN
A

W
ASAW

TAlitIN,2017EW
"~

 
	

..'552.
'
'

'''r
,...95,4•7-,  ,

 
•
 4-• 	

'3...
.
.
 •

-r-a,,
 

. ••••  
,..

-•v,..
•
,

.. 	
..
.
~

.a,
 

"
f

,„
 ,',ffl•  m

. 	
.,.
 

, 	
- 	

,,,,~
~

 	
:.„., w

r-,--M
"

,-, 	
'.,.,:"...
,,
 ..,, 	

::.  •I ,-, 	
--
 , ''',,,r,','-,-,-,,,,  "'  ,

 
# 	

•  -,'  --,  - ---,-..  
›'
'  ..4,
 

 '  
''
'
" '''M

' '''W
  

~
.

..,
,,,  -4

:-.' N
"'
  F
O

BY
E
K
,PE

N
G

AVV  • SAN
Ip
p
a
 ''
'< 	

•-,&--".---
---
-
-
--,--<

-
-
--'''-

----
'

-- 	
•-•'----..

' 
 ..• 	

",,,,,ztif  ,,,,„....z•4..,  ,sw•j..a., 	
, -,• 	
.
 

, ••••,,,,.7.,•¥;;N
,
,
 ..,,,.

.,,-..;,.
„

,:r..4,•.;•j,'-~
,
 

 -  
,f
*
 
	

'''.•,,.. "It. ‘  ',..".,
 

.,..-5,,,
.. `

'
'',.,,,,,'",<M„,,..'4.4.,. 	

4  -.4  W
-4,
.
.

.„,?  
--,,,,,..4.,,;_,..--<

•,.•,-
i

„.~
-

,,„.,4.-  -"
..„.‘,"  ;;

 fa.
•
 4.z.
'
'

'',.."-'.<-•;,-,›
W....4f  -,"  -..4- 	

<  ••,J1J19ILA1-I
,
 	

,.,.
 

,r,'••••
„,..

;,.
.
.
 

,,..„--, 

:,..-.N4
.,,,- <.;.

..,x,,--,:.,-, 	
..‹,.-F

.--A
  '...‹" --.

'
"  

,'''''',  ',.",̀~
  ''',
'"
,
 
'

-'* '''''4
'-•F' J

'.
'
'
'

'''''''', .
4','  r-ar.4  .•,''','"•.,,.

'
-
'-',
'
-
',•  '.
 

‹-v
Z

-.V
  .,0,./."'";U.,

 
'
 

 1,1A
W

,  ""°-;•• '  ;;;~
 

 .,̀,  -, 	
,4afttiA

N
.G-IA

ND
KW

 	
..,...,,,  -0

'
'

''''. „'N
:  
>̀

' 
 "  .  f'W

,,,;;SA.9  „.,
,A1348&

-
Z.4"„_

,'"-"I.,..,•:;̀
•
 • .:  

-.:-'•;"<
&

W
'f......''..9 "

"
.a.
 

.*
-•,...<<  -,,,:4 '̀,,

,..:V,"
~

[KiJPE.NO
A,W, ,.„4.,5.4„,,,N'.. -,• •,... pE

psYjN
IL.9

 .,'Y.,‘s
.,,, ..  ”,,..~

  

,»"4.:
'' '',4,,,2%

."
  '

'  Y
''''4,.'4

"-'
'
"E‘'W  AP1'k  0

84  '',,I.22.1"?.
&

 
 47  ,74k%

  -,9ff
l  M('4

 <8„,..g-8,,,  ,,z,T;_w <-<'''''  <  '  '  , ''  '  ',,  
-,„-w<r

t
  ;_,. --,<''''''',.'-,',..n,  4-4-'"  .  

w
---,'"  

•<0
,,,..--,..
 

,--,,,,
 

M
:7›k",

2
 -•  '.'
~

-
-.  

.̀---,
 
'
'

,. •<<,,,.  r,,,,.
.
~

,,,....--k:.5.1',.,'
,,.•-t

2
~

, ~
,-''''.
&

'
,'24.U.r

:s. -
,<£

";
 

:., '
.; ,2~

......
.,-g,_,,..

...z,,,,,,,z,,
 .-,wt 

.. 	
-
,,,,

,.. , 	
- 	

,,,.., ., ..,,,-
.
 

,,,,,,,-,„
 -,„,,,,,,w ,,,„.,, ,,, ,..,..»,._ 	

, 	
, 	

.. 	
„. 	

...„:,
 , 	
,, 	

- _. 	
.- - ,
 

,
 -.., 	„ 	
_
 	,4  0

 :,,,„„t..,.A1.2
6.,;•,,,,,-  
	

- 

	

1 	
2 	

3
 

 
7 	

8 	
9 	

io 

	

8 	
P

ernantauan
 Lam

p
u
 Penerangan 

Pem
antauan

 keberadaan lam
pu 	

Lam
p
u
 penerangan

 jala
n
 yang 	

•
 Lam

p
u
 penerangan jalan hasil  pengadaan Tahu

n
 Priorita

s pem
bangunan daerah 	

1. W
aw

ancara; 	
15 	

15  

Jala
n
 di•Putau

 Pada
t Penduduk 	

•;,,... 	
peneranga n

 jala
n
 yang dipasang

 ole
h
 Suku

 dipasang di  pulau
 pad a

t penduduk 	
Anggaran 2016  dan 2017  

2. O
bservasi; 

Kabupaten
 Adm

inistrasi 	
,
 	

D
inas Perindustrian dan Energi  Kabupate

n
 Kabupaten Adm

in
ist rasi  K

epula uan
 

, 	
. 

, 	
3.
 

Analisis D
ata 

Kepulau
a
n
 Seribu 

:
 

Adm
in

istrasi  K
epulauan Seribu 	

Seribu 	
. 

	

,. 	
-  

'  f...i
 
 

-- 	
. 

	

9 	
Pengaw

asan
 Kunjungan 

r, 	
M
enilai  k uniur

visataw
an

 yang
 ada 	

-  Pulau-pulau
 yang berada  di  w

ilayah 	
Jum

lah  pengunjung
 wis•  ata

 dan
 pelayana

n
 wisata

 Optim
alisasI  pendapatan daerah 	

1.
 

W
aw

ancara; 	
8 	

1
5
 

W
isataw

an ke Kepulauan Seribu 
pada

 Kepulauan
 Seribu

 pada
 pulau-pulau

 
Kabupate

n
 Adm

inistrasi  Kepulauan 	
yang

 ada
 pada

 pulau-putau
 yang

 berada d
i wilayah 	

. 	
2. O

bservasi; 
yang

 berada
 di
 

w
ilayah  Kabupaten 	

Seribu. 	
, 	

Kabupaten
 Adm

inistrasi  Kepulauan Seribu. 	
3. Analisis

 Data 
Adm

inistras
i Kepulauan

 Seribu. 	
'  

. 	
, 

	

10 	
Pem

antauan Instalasi  
"M

.j" 	
Pernantauan keberadaan

 Instalasi 	
. 	

 
.. 

'Instalas
i Pem

buangan Air Lim
bah

•  
	

Instalasi  Pem
buangan Air Um

bah  (IPA
L)

 yang
 ada

 P
rioritas

 pem
bangunan daerah 	

1. W
aw

ancara; 	
7 	

15  

Pem
buang

an
 Air

 Lim
ba

h
 (IPA

L) 	
k
W

 	
Pem

buangan
 Air

 Lim
ba

h
 (IPAL)

 di 	
(IPA

L)
 di  w

ila yah Kabupaten 	
dalam

 aset Suku
 DInas Sum

ber
 Daya Air 

•
 

2. O
bservasi; 	

. 

di  Kabupate
n
 Adm

inistrasi 	
. 

Ka 
*

, 	
bupate

n
 Adm

inistrasi  Kepulauan Seribu
 Adm

inistrasi  K
epulauan Seribu 	

K
abupaten

 Adm
inistrasi  Kepulauan Seribu 	

3.
 

Analisis
 Data 

j,.....,
,,, 

K
epulauan Seribu 

•

".,;.
'

,"'f-Y 	
pada Suku Dinas

 Sum
ber Daya

 Air 
-  

, 
4
1
 
	

Kabupaten Adm
Inistrasi  Kepulauan

 Seribu 
• 

	

11 	
Pendam

pingan Pengaw
asan 

M
eyakini  saldo

 kas
 da

n
 persediaa

n
 althir 	

Kas
 dan

 Persedi aan 	
• 	

U
ntuk  m

enentuka
n
 saldo ka

s
 dan

 persediaan
 akhir

 Tertib  adm
InLstras1  keuangan 	

1. Pengum
pula

n
 data

 secara 	
15 	

15  

dalam
 Rangka

 Penutupan Kas .  
. 	

•  t.,3
 tahu

n
 anggaran

 2017  
tahun

 anggaran 2017  pada SK
PO /  U

K
PO

  

2. 

sam
pling; 	

. 

Akhir
 Tahun 2017  

3. 

Analisis dokum
en; 

4. 

M
elakukan

 peninjauan
 lapangan: 

•  

• 

M
elakukan

 waw
ancara 	

. 
fi.
,
 

 

	

12 	
Pengaw

asa
n
 dala

m
 Rangka 

,;
',  M

eyakini  saldo kas,
 persediaan

 dan
 aset 	

Ka
s dan Persediaan dan

 aset 	
U

ntu
k
 m

enentuka
n
 saldo kas,

 persediaan
 dan

 ase
t T

ertib
 adm

inistrasi  keuangan 	
1.
 

Pengum
pula

n
 data

 secara 	
15

 	
15  

Penutupan Ka
s Akhir Tahun, 

:
 

akhir
 tahun

 anggaran 2017  
akhir

 tahun
 anggaran 2017  pada SK

PD
  /  U

KPD
 	

2.
 

sam
pling; 

barang
 persediaan

 da
n
 aset 

;5. 

3.•Analisis
 dokum

en; 	
. 

Tahu
n
 Anggaran 2017  

.. 
- 	

4.
 

M
elakukan

 peninjaua
n
 lapangan; 

..< 

M
elakuka

n
 waw

ancara 

	

13 	
Pem

eriksaan
 Akhir M

asa
 Jabatan

 4
,..,:.
 

,,,,S .k'R
 N
•,:,•-2,4<,

 0?,,m
 r;,.,m

 
'

...\"..,:
j  "".3., `,-, ,,,1„„o"̀.;•-9

 ,.„,•
,
 W
a
 w

'j,,1”
 1. M

enilai  Batasan Tanggung
 Jawab 	

1. Pengelolaan
 kepegaw

aian; 	
1. Pengelolaan

 kepegaw
aian; 	

Terbb  laporan
 pertanggung

 jaw
aban 	

1.
 

Penelitian Dokum
en/data; 	

8 	
10  

(Pam
jab) 	

j'-f.
.".j
 <f" .‘,4

,,,
,,
,,, 4

 ,Q,,,,$.
 
i.....,,,•,,„..„ .k,,,

 yo....,-.. .
 

•,A,,,,,, ,.4
,,. 	

antara
 pejabat lam

a dengan
 pejabat 	

2.
 

Pengelolaan
 barang

 mifik
 daerah; 	

2. Tata
 kelola barang 

2. 

Peninjauan
 Lapangan; 

', 'N
 

.<4,..,. 	
r:•,,,,..;,,: ;.»

..4.••  .;.,,,
A
 ,,,„1„-,,,,q

 ,  i,,•  
,,:
z
 .,, 0
 

::„..„.: :-:
•- 4

,..!.,,
f
f
l
 	

yang
 baru: 	

3. Pengelolaan keuang
a
n
 daerah. 	

3. Tata
 kelola keuangan

 daerah. 

3. 

Perrnintaa
n
 Keterangan; 

•

J  ,-4
,,,--A

4.1
%

'
44 1

 
2. M

em
berika

n
 masukan kepada Kepala 

4. Pengisian Blanko/Kuestioner 
< 	

--  '''''fi'..k•-
''

'',:,
 

 '-',-;. 	
.,  •

-,4
f.<•4 	

•.?:4'!•.,<- '4  . 	
SK

PD
yang

b
aru

 beru
 

;
'

,;.,•,•,"  ;a:• .-4..:  r‘.."., -
:  75.<•>„,. pi.'"4

  k
5, 	

-  -
  )  . 	

•,<-.,.<" 	
'" 	
4
 	

Pa 	
. 	

. 

•

,- 	
.•  .
 

, "-;
 

.
.
•

,4
::.,,,
,

, k
.,,„

,,  .,„.., 	
rekom

endasi/sara
n
 perbaikan

 atas 

• 

;,,,
&,,:-'.3.
 

g,L4
N

'
 
	

'  
W

 4
0

.,„;,.-4
.,..,,"?

 	
kem

ungkinan
 tenadinya 

-  

	

,j p
'-
!

.., -,,..,.,
 :•1
 ..,..-,
 .;-.,-,m

 ..z.,,,- 	
,
 :, .,.,,
 
,
 rf441 

penyim
pangan

ikelem
aha

n
 dala

m
 . 

, 

	

j•-,
',41:.
 
,
 Z..,̀..:
 

0
4
 ,,1
 

ka..Q.j,
 0,.m

 ..,,, ,,,•  ,"!-,:•-,•
-.0,,,.. ,„,,,,,,,,,i.o,

 
	

pelaksanaan tugas
 pokok  dan

 fungsl 

, 

.>
7A

  '..Z.?"€  <,<.•,
',. :'.."":N-,

 -J" .
.."• -.4  ". 	

."''  ...••:;
j.
'

.'''
'IX

"'"§
'Y  "-  

k-..,„ 	
".?-""..?i 	

SK
PD

  yang bersangkutan 
'  

,
 , 

	w„„,-„,
 

.. --,  ,L,,4‘,..g. 

	

14 	
Pernantau

an
 Tindak  Lanjut  Hasil  ,T,..N.-ry, ."

... w
..3.,,,,,, w

.1,....r,
,,,,z 7.
'
 

 
i
M

 
0
p
,
 -.'-§,
.
z
z
i
 

m
eningkatkan

 percepata
n
 proses

 Tm
pak 	

Tem
u
a
n
 dan

 rekom
endasi/saran hasil  S

K
PD

/  U
KPO

, KPA, PPTK
, Pejabat Pengelola 	

T
ertib  tindak  lanjut  hasil  pem

eriksaan 	
Perm

intaan
 dokum

en/data 	
. 	

7 	
10  

Pem
eriksaan

 (TLHP
)
 Inspektora

t 0
4.'•i,j:
 

4
,,,,
 ki&

M
,
  <<3.5

. •  ,
 
„
 
'

...,...V‹,
 ,‹„N.4,,,

,,
 :,<•„'...

 
,,'
,,,,
 .,,-.>4- -;3,...4,

 
Lanjut Hasil  pengaw

asan
 (TLH

P)
 BPK

 	
pem

eriksaan 	
Kepegaw

aian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, 	
pendukung: bukti  setoran,

 surat-surat  

P
em

bantu W
ilayah  K

abupaten 	
-0

3,,
 #.A.R,:t ',;N

.  ,".7,4•L..... ,.;
 ;',,,-,:,,,2 .m

tv
.:4,;,-..:-.A3'iklk

i
 Tahun 2017  dan

 tahu
n
 sebelum

nya 
Pejabat Pernbuat Kom

itm
en,

 Pejabat Pengadaan 	
teguran/peringatan,

 da
n
 bukti-bukti  

A
dm

inistrasi  Kepulauan Seribu 	
•-;,•••-%4',W-1-0,..r.

 
W

il 01-4
  
.,`"  '  '  .?"  ,,,o

4r
,
,

,
,.,

,,,
,10...., 

.„..,.0z...,.,,,,
,„„„,

,„,„., 	
, 	

,,,,,,....,,.,,,, 	
,.: .-b

 .,4
.....,',
 
'

,......, 
Barang/  Jasa, Panitia

 Penerim
a
 Hasil Pekerjaan, 	

,
 

pendukung
 yang lain 	

. 

dan
 BPK

 RI
 Tahun

 2017  dan 	
,
 ,- -N,

 N.,,,...,,  ..:.';,,,,,  ,›
..N" 	

•4-.
 
,w

,,
,
 W

,N.' 	
,.-
.'-'"

,.,
' 
	

'"Ill
 

,"
''''t 	

'.. 	
da

n
 AS

N
  lainny

a
 di  W

ilayah  Kabupaten 
Tahun

 SebeIum
nya 	

i
'.<‘•-'  '?-',.. ‹

'.0
  -,4

'4  '''
'.'•

.":
 	
"
 	

,  .,'=--',,••'•  
.
 
'
 

 <  ,'~
 

 

• 

A
dm

inistrasi  Kepulauan
 Seribu 

-.1. '"', g".<8-''.
 
'

''' .
.?1,. >•Sk`  '-',----.,.. -a

''
',4

4
  -  g

.;  ›
J7.,„-<

4.
 

t;,',.,,,
,
 f; ,.,,,,:,  

w
,,,,,ff,1  

_ 	
 

15 	
Pengaw

asa
n
 atas Perintah/ 	

..,,,p....,.-i.4-2
 z.,,,,,,,,..7 ,,gi

  r,„„k ,f,„4-v
 	Foo

 rzy ..
 

.:4-1
 „,w,•,.>  .:..,:<<<"PA

 ,:-K
  M

enyelesaikan
 perm

asalaha
n
 tertentu 	

Kabupaten
 Adm

inistrasi  
7 	

15  

-  SK
PD

/
 UK

PD
, KPA

, PPTK, Pejabat Pengelola
 	

Priorita
s pem

banguna
n
 daerah  Provinsi  D

KI 	
1. Tetaahan

 staf, Pengeceka
n
 data; 

Perm
inta

a
n
 Pim

pinan 	
......
'
 

 .,1
  ,,u.',  

w
k!
 
0
 ',,,.-.k..-,4 P

'.
'•:',
'

,4'... 
	

Kepegaw
aian, Pejabat Penatausahaan

 Keuangan,
 

Jakarta Tahu
n
 2017 	

2. Perm
intaan keterangan; 

.?
4.,,'' 
	

Pejabat Pem
buat Kom

itm
en, Pejabat  Pengadaan 	

3. Cek  fisik 
N

 
'f
*.'•

 
'

,'''4
  ."  ' ''' ;

'''  :4
4
  4

,4 	
. >3-4

  5
.*

. 	
ra 

	

,
'• .y:  3">.;"  

.5  '-'"^  '  ,
  ' .
'
 
	

Ba
ng/Jasa, Panitia Penerim

a
 Hasil Pekerjaan, 	

. 
'  

--Ly ,,‘,.,-,„.,:m
 ...-., , k,15 '.

,
 	

. 
da

n
 AS
N

 lainny
a
 di  W

ilayah  Kabupaten 
'  ''',."0 . '" 	

':' ''' .4  '.  
''.
'
'

'  •:•• 	
4
.5 »

"",
 
'

'' 	
%

 P
'-'4: '  '%

,,
 • ,,g

n: 	
.,.,
 

, 	
,,, 

Adm
inistrasi  K

epulauan Seribu 
...,
,,, -, 4

. 
 

, "1"-P,•,.,:.,
  .,..,'...•4,  ,-,1,-,a,'  ?„? •_•L

*
 

 
.-•&
.
›.2-zi  0..,  

	, 4,..-
,...= 	

... "- 	
L

•Tx
 	

. 

•  



 

, 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059

